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Harta merupakan bagian penting dari kehidupan yang tidak dipisahkan dan 
selalu diupayakan oleh manusia dalam kehidupannya.Islam mengajarkan kita 
memperoleh harta dan Islam pula mengajarkan kita cara mendistribusikan harta 
salah satunya yakni dengan berwakaf. Wakaf merupakan ibadah yang berbentuk 
sosial. Pada zaman Rasulullah SAW benda yang bisa di wakafkan hanya benda 
tidak bergerak yaitu tanah. Namun diera moderen ini dengan di aturnya UU No 41 
Tentang Wakaf Pasal 16 ayat 3 huruf  (f) diatur bahwasannya harta benda 
bergerak dapat di wakafkan salah satunya yaitu harta benda hak sewa,  sedangkan 
dijelaskan dalam Islam bahwasannya wakaf itu harus merupakan harta benda 
milik pribadi (milik sempurna).  
Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang diteliti dalam skripsi ini 
adalah bagaimana analisis UU No 41 Tahun 2004 Pasal 16 ayat 3 huruf (f) 
terhadap harta benda sewa sebagai wakaf dalam pandangan hukum Islam. Dengan 
tujuan untuk menemukan jawaban tentang harta benda wakaf berupa hak sewa 
dalam pandangan hukum Islam. 
Penelitian yang digunakan termasuk penelitiaan pustaka (library 
research). Studi pustaka dilakukan dengan guna mencari berbagai  konsep-
konsep, teori-teori, asas-asas, dan berbagai dokumen, seperti dengan 
mengumpulkan dan membaca referensi melalui internet dan data yang dapat 
mendukung penelitian ini. Sifat penilitian ini adalah diskriptif- analitik, yaitu 
penelitian yang menjelaskan keadaan yang terjadi dengan tujuan untuk 
memunculkan fakta yang diikuti dengan analisis. Pendekatan penelitian ini adalah 
pendekatan normatif yang berdasarkan Al-Qur‟an, Hadits, dan khazamah fiqih 
para ulama. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mewakafkan harta hak sewa (hak 
pakai dalam obyek) sebagaimana yang dimaksud dalan UU No 41 tahun 2004 
Tentang Wakafdiperbolehkan dikarenakan sesuai kaidah ushul fiqh dimana tidak 
dapat dipungkiri bahwasanya terdapat perubahan hukum sesuai dengan perubahan 
masa, maka dengan berkembangnya zaman berkembang pula hukum wakaf, 
banyak dilahirkan dari hasil ijtihad dan istihsan. Jadi wakaf  selalu ada 
perkembangan sesuai dengan waktu dan tempat. Dan Madzhab Syafi‟iyah 
membolehkan harta benda sewa sebagai wakaf karena mereka beranggapan 
bahwasanya keabadian wakaf tidak disyariatkan. Selain itu juga, tidak ada 
ketentuan bahwa harta hak sewa tidak boleh ditransaksikan lagi, untuk disewakan 
kembali pun diperbolehkan apalagi untuk tujuan ibadah (wakaf). 
 
  
   
   
 MOTTO 
                          
 ( ٌ ارًع لآ:٩٦) 
Artinya : “Kamu sekali- sekali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna) 
sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.Dan apa saja yang 
kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (QS : Al-Imran : 92)1 
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A. Penegasan Judul 
Demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak 
menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman, maka perlu di uraikan secara 
singkat istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini. Skripsi ini berjudul : 
Analisis Hukum Islam Terhadap  Pasal 16 Ayat 3 Huruf (F)UU No 41 Tahun 
2004 Tentang Harta Benda Sewa Sebagai Wakaf.Adapun istilah-istilah yang 
harus dijelaskan adalah sebagai berikut : 
1. Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu “penyelidikan 
terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenernya.”2 
2. Harta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu “barang yang 
menjadi kekayaan milik sesorang.”3 
3. Sewa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu “pemakaian sesuatu 
dengan membayar uang.”4 
4. Wakaf adalah “menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk 
kepentingan umum.”5 
5. Harta Benda Hak Sewa yang dimaksud dalam UU No 41 Tahun 2004 
Tentang wakaf yaitu hak pakai dan hak pakai hasil atas benda 
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Departemen Pendidikan Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:Balai 






Ahsin W.Alhafidz, Kamus Fiqih, (Jakarta :  Amzah, 2013), h.236 
 bergerak.
6
Namun yang dimaksud dalam skripsi ini ialah hak pakai yang 
diwakafkan bukan hak pakai hasil atas benda bergerak. 
Berdasarkan urain diatas bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah 
menganalisis UU No. 41 tahun 2004 tentang hak sewa benda sebagai harta 
wakaf apakah diperbolehkan oleh hukum Islam atau tidak. 
B. Alasan Memilih Judul 
Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi untuk memilih judul ini 
sebagai bahan untuk penelitian, diantaranya : 
1. Secara Objektif 
Islam merupakan agama yang sempurnadenganberbagaiajarannya. 
Wakafmerupakansalahsatubentukkesempurnaandalamajarannnya. 
Dijelaskanbahwasannyawakafituharusmerupakanhartabendamilikpribadi 
(miliksempurna).Namun dengan seiring berkembangnya zaman, 
berkembang pula aturan di dalam masyarakat seperti dalam UU No. 41 
Tahun 2004 Pasal 16 ayat (3) huruf (f), dimana didalamnya disebutkan 
wakaf yang berupa harta benda bergerak itu harta benda yang 
dikonsumsi, salah satunnya adalah hak sewa. 
Sebagaimanahakdaribarangtersebut, danjelasbukanhartamilikpribadi. 
2. Secara Subjektif 
Pembahasan skripsi ini sangat relevasi degan disiplin ilmu yang 
ditekuni yaitu Mumalah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden 
Intan Lampung, serta tersedianya data yang cukup. 
                                                             
6
m.hukumonline.com/klinik/detail/benda-benda-yang-dapat-diwakafkan-selain-tanah. 
Diakses  tanggal 10 Mei 2018 Pukul 19.00 WIB 
  
C. Latar Belakang Masalah. 
Islam adalah agama yang mempunyai aturan dan tatanan sosial yang 
konkrit, akomodatif dan aplikatif, guna mengatur kehidupan manusia yang 
dinamis dan sejahterah. Tindak prilaku dan adat- istiadat sebelum diutusnya 
Nabi Muhammad SAW merupakan perbuatan buruk dan jelek, tetapi tradisi 
Arab yang memang sesuai dengan nilai- nilai Islam diakomodir dan diformat 
menjadi ajaran Islam lebih teratur dan bernilai imaniyah. Diantara praktik 
sosial yang terjadi sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW adalah praktek 
yang mendermakan sesuatu dari sesorang demi kepentingan umum atau dari 
satu orang untuk semua keluarga. Tradisi ini kemudian diakui oleh Islam 
menjadi hukum wakaf. 
Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam 
(fuqaha) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf.
7
 
Menurut sebagian ulama  mengtakan bahwa yang pertama kali melaksanakan 
adalah Nabi Muhammad SAW di Madinah yang ditandai dengan 
pembangunan Masjid Quba‟, yaitu masjid yang dibangun atas dasar takwa 
sejak dari pertama, agar menjadi wakaf pertama dalam Islam untuk 
kepentingan agama. Peristiwa ini terjadi setalah Nabi hijrah ke Madinah dan 
sebelum pindah kerumah pamannya yang berasal dari Bani Najjar. Kemudian 
disusul dengan pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun diatas tanah 
anak yatim dari Bani Najjar setalah dibeli oleh Rasulullah SAW dengan harga 
                                                             
7
Departemen Agama RI, Fiqih Wakaf (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf 
Direktorat Jendral Bimbingan Masyrakat Islam,2007), h. 4. 
 delapan ratus dirham sebagaimana disebutkan dalam buku “Sirah 
Nabawiyah”. Dengan demikian Rasulullah SAW telah mewakafkan tanah 
untuk pembangunan masjid.
8
Menurut pendapat sebagian ulama lainnya 
mengatakan bahwa  yang pertama kali melaksanakan Syariat Wakaf adalah 
Umar bin Khathab yaitu dengan menyedekahkan (tanahnya untuk deikelola) 
dan menyedekahkan hasil pengelolaan tanah tersebut kepada orang- orang 
fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu.
9
 
Pada dasarnya al- Qur‟an tidak pernah berbicara secara sepesifikasi dan 
tegas tentang wakaf. Hanya saja, karena wakaf itu merupakan salah satu 
bentuk kebajikan melalui harta benda, maka para ulama pun memahami 
bahwa ayat- ayat al- Qur‟an yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk 
kebajikan juga mencakup melalui wakaf.
10
 
Firman Allah dalam surat Al – Imran ayat 92 menyatakan sebagai 
berikut: 
                 (
ٌارًع لآ :٩٦) 
Artinya : “ Kamu sekali- sekali tidak sampai kepada kebaktian (yang 
sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.”11 
Para ulama menilai bahwa wakaf termasuk kategori sedekahjariyyah 
yang nilai pahalanya senantiasa mengalir selagi manfaatnya bisa 
                                                             
8
Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta : Khalifah, 2007), h.6. 
9
Departemen Agama RI, Op.Cit, h.5. 
10
Helmi Karim, Fiqih Muamalah, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, cet. Ke-2, 
1997),h. 103 
11
Departemen Agama RI Al- Hikmah Al-Qur‟an dan Terjemahannya di terj oleh Yayasan, 
Penerjemah al-Qur‟an disempurnakan oleh Lajnah Pentashih mushaf al-Qur‟an, Jawa Barat CV 
Penerbit Diponegoro, h. 62. 
 dipetik.
12
Pewakafan atau wakaf dalam hukum Islam, termasuk dalam kategori 
ibadah kemasyarakatan. Wakaf sebagai salah satu bentuk dari ibadah telah 
dikenal manusia sejak zaman dahulu. Terbentuk dari tatanan kehidupan 
masyarakat dimuka bumi. Seperti menyediakan pelayanan umum yang 
dibutuhkan oleh manusia secara keseluruhan atau kebanyakan anggota 
masyarakat. Keberadaan wakaf telah memerankan peran yang sangat penting 
dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan 
Islam, dan sudah mengakar dan menjadi tradisi umat Islam. Di Indonesia 
misalnya, dengan mayoritas penduduknya masyarakat baik di bidang sosial, 
pendidikan maupun di bidang ekonomi. Hampir setiap ibadah, perguruan 
Islam dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya, di bangun di atas tanah 
wakaf. 
Setelah Islam datang perwakafan di Indonesia lebih menunjukkan 
eksistensinya. Praktek perwakafan ini telah diatur oleh hukum adat yang 
sifatnya tidak tertulis dengan berlandaskan ajaran yang bersumber pada nilai- 
nilai Islam, bahkan dengan diterimanya lembaga wakaf ini dalam hukum adat 
merupakan suatu hal yang wajar oleh karena mayoritas penduduk Indonesia 
beragama Islam.
13
 Tetapi bentuk perwakafan di praktekkan di Indonesia 
hanya dalam bentuk tanah, tidak dalam bentuk lain (benda bergerak) dan 
masih terfokus pada pembangunan fisik tempat ibadah, padahal wakaf itu 
sangat efektif untuk meningkatkan kesejahteraan umat, dengan cara 
pemberdayaan dan pengelolaan secara produktif. 
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Helmi Karim, Op.Cit., 104. 
13
Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 
h.72. 
 Sebenarnya telah ada peraturan tentang wakaf  di Indonesia, seperti 
halnya UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) No. 5 Tahun 1960, PP No. 
28 Tahun 1977 dan Inpers dalam bentuk KHI (Kompilasi Hukum Islam). 
Namun peraturan-peraturan tentang wakaf yang ada dirasakan kurang 
memadai dan minimnya kesadaran para pelaku yang terkait dengan wakaf 
untuk mendaftarkan wakafnya kepada pejabat yang berwenang.
14
 
Masalah wakaf merupakan masalah yang sampai saat ini kurang dibahas 
secara intensif. Hal ini disebabkan karena umat Islam hampir melupakan 
kegiatan- kegiatan yang berasal dari lembaga perwakafan.
15
Dengan melihat 
kondisi di lapangan tentang perwakafan, bagaimana wakaf kurang 
memperhatikan administrasi (mendaftarkan tanah wakaf), dan juga kurang 
adanya pengelolaan secara produktif hal ini di sebabkan oleh banyak faktor, 
diantaranya adalah tidak ada pengetahuan yang cukup, pengalaman teknis 
yang tidak sesuai, kerusakan administrasi, tidak adanya dorongan dalam 
personal pengurus, serta lemahnya sumber daya manusia yang tersedia, 
disamping minimnya subsidi dan lain sebagainya.
16
Salah satu cara yang pelu 
dilakukan adalah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang 
mengatur perwakafan, maka pada tanggal 27 Oktober 2004 pemerintah 
mengesahkan UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 
Dengan diundangkannya UU RI No. 41 Tahun 2004, diharapkan 
berbagai persoalan perwakafan dapat diatasi. Perluasan sumber wakaf  




Departemen Agama RI, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis, 
(Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat 
Islam,2007) 
16
Mundzir Qahaf, Op.Cit., h. 296. 
 dimana harta benda bergerak baik berupa uang, logam mulia, surat berharga, 
kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain 
sesuai dengan ketentuan syari‟ah dan peraturan-peraturan perundang-
undangan,diperbolehkan untuk diwakafkan.
17
Disamping  itu juga, di 
harapkan agar harta benda wakaf difungsikan dan dimanfaatkan lebih 
profesional.  
Jika dibandingkan dengan beberapa peraturan perundang- undangan 
tentang wakaf yang ada selama ini. UU RI No. 41 Tahun 2004 ini terdapat hal 
baru. Beberapa hal baru di antaranya adalah mengenai maslah nazir(orang 
yang memegang amanat untuk memelihara harta wakaf), harta benda yang 
diwakafkan (mauquf bih) baik harta wakaf bergerak maupun tidak bergerak, 
peruntukan harta wakaf (mauquf „alaih), dan dibentuk Badan Wakaf 
Indonesia (BWI), serta adanya penambahan dalam definisi wakaf dan unsur 
atau rukun wakaf. 
Dalam fiqih klasik wakaf itu harus merupakan harta benda milik pribadi 
(milik sempurna). Tetapi dalam UU No. 41 Tahun 2004  Pasal 16 ayat (3) 
huruf (f), dimana didalamnya disebutkan wakaf yang berupa harta benda 
bergerak itu benda yang tidak habis dikonsumsi, salah satunya adalah hak 
sewa. Sebagaimana diketahui hak sewa ialah penyewa hanya dapat 
menikmati, bukan memiliki hak dan barang tersebut.
18
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 Perkembangan harta wakaf sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (3) huruf 
(f), membuat penyusun tertarik untuk melakukan hal tersebut, dalam kajian 
skripsi. Di samping itu, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui 
secara jelas tentang ketentuan  hukum yang mengatur tentang wakaf. Agar 
pembahasan dalam skripsi ini komprehensif, maka penyusun memfokuskan 
kajian yang pembahasan UU RI No. 41 Tahun 2004 dengan judul : 
“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 16 AYAT 3 HURUF 
(F)UU NO 41 TAHUN 2004 TENTANG HARTA BENDA SEWA 
SEBAGAI WAKAF” 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi pokok 
masalah dalam skripsi ini adalah : 
Bagaimana analisis hukum Islam terhadap harta benda berupa hak sewa 
dalam Pasal 16 ayat 3 huruf (f) Undang- Undang No. 41 Tahun 2014 Tentang 
Wakaf ? 
E. Tujuan dan Kegunaan 
1. Tujuan Penelitian 
Untuk mengetahui bagaimana harta benda wakaf berupa hak sewa 
dalam Pasal 16 Ayat 3 huruf (f) dalam pandangan hukum Islam. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Untuk menambahkan khasanah keilmuan tentang wakaf dan 
memberikan manfaat bagi masyarakat untuk menjawab permasalahan 
wakaf khusunyan dalam hal harta benda wakaf berupa hak sewa. 
 b. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memahami persoalan 
tentang perwakafan. 
c. Diharapkan dapat juga digunakan sebagai bahan masukan bagi para 
pembaca dan dimanfaatkan untuk memahami konsep kepemilikan 
harta wakaf. 
F. Metode Penelitian 
Metode penelitian  adalah cara mencari kebenaran dan asas-asas gejala 
alam, masyarakat, atau kemanusiaan berdasarkan disiplin ilmu yang 
bersangkutan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran sistematis mengenai 
berbagai jenis masalah yang pemahamanya memerlukan pengumpulan dan 
penafsiran fakta-fakta. Dalam rangka penyusunan proposal ini penulis 
menggunakan metode untuk memudahkan dalam pengumpulan, pembahasan 
dan menganalisa data. Adapun dalam penulisan ini penulis menggunakan 
metode penelitian sebagai berikut : 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini termasuk jesnis penelitian pustaka (library research), 
yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur 
(kepustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian 
dari peneliti terdahulu yang digunakan sebagai data primer.
19
 
2. Sifat Penelitian 
Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis yaitu suatu metode 
dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, 
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Susiadi, Metodologi Penelitian, (Bandar Lampung : Pusan Penelitan dan LP2M IAIN 
Raden Intan Lampung, 2015) h. 10. 
 gambaran, atau lukisan secarasistematis dan objektif mengenai fakta-




Analisis yaitu suatu proses mengatur urutan data, 
mengorganisasikannya kesuatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar 
yang kemudian melakukan uraian dasaryang kemudian melakukan 
pemahaman, penafsiran dan interpretasi data.
21
 
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang di 
maksud dengan deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan 
atau melukiskan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, 
sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada yang 
kemudian melakukan uraian dasar dan melakukan pemahaman, 
penafsiran dan interpretasi data, serta membandingkannya. 
3. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini adalah data kepustakaan. 
Sedangkan jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi 
kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan 
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 a. Bahan Hukum  Primer (pokok). 
Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber 
padabuku tentang hak sewa sebagai wakaf, UU 41 tahun 2004 
Tentang Wakaf. 
b. Bahan Hukum Sekunder. 
Sumber data sekunder yaitu data yang mendukung data 
penelitian, pengumpulan data ini diperoleh dariAl-Qur‟an, Hadist, 
buku-buku, jurnal, pendapat lain yang ditulis oleh tokoh lain, dan 
judul-judul skripsi yang berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud.  
c. Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder seperti kamus 
hukum dan ensiklopedi. 
4. Metode Pengumpulan Data  
Dalam penelitian ini pengumpulan data penulis menggunakan studi 
pustaka dengan cara membaca, menelaah, menyalin, mengutip serta 
mempelajari berbagai macam literatur yang berkaitan dengan 
permasalahan yang sedang diteliti baik terhadap bahan hukum primer 
maupun skunder. Pada tahap pengumpulan data ini, analisis telah 
dilakukan untuk meringkas data, tetapi tetap sesuai dengan maksud dari 
isi sumber data yang relevan, melakukan pencatatan objektif, membuat 
catatan konseptualisasi data yang muncul dan kemudian membuat 
ringkasan sementara. 
 5. Pengolahan Data 
Setelah data yang relevan dengan judul ini terkumpul, kemudian data 
diolah dengan cara:  
a. Pemeriksaan data (editing), yaitu mengoreksi apakah data yang 
terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah 
sesuai/relevan dengan masalah, tidak berlebihan, jelas dan tanpa 
kesalahan. 
b. Sistematisasi data (sistematizing), yaitu menempatkan data menurut 
kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.
22
 
6.  Metode Analisis Data  
Dalam penelitian ini analisa data dilakukan dalam bentuk analisis 
kualitatif yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang 
tersusun secara sistematis, lengkap dan rinci menurut pembahasan yang 
telah ditentukan. Hal ini akan mempermudah penafsiran dan penarikan 
kesimpulan sebagai jawaban penelitian yang kemudian hasil analisis dan 
pembahasan tersebut ditulis dalam bentuk laporan penelitian yang 
mendeskripsikan secara sistematis, lengkap dan jelas. Penelitian ini 
menggunakan teknik berfikir deduktif, yaitu tehnik analisis data yang 
bermula dari fakta-fakta atau peristiwa yang bersifat umum dikaji untuk 
menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus atau upaya penghususan 
suatu hasil penelitian atau data yang  umum sifatnya. 
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 BAB II 
LANDASAN TEORI 
  
A. Pengertian Wakaf 
Wakaf yang aslinya ditulis waqf telah dipakai sebagai salah satu 
peristilahan perundang-undangan di Indonesia, yang asliya berasal dari 
bahasa Arab. Kata al-waqf sama artinya dengan al habs „an al-tasharruf atau 
penahanan dari memakainya, yakni sesorang menahan harta yang dimilikinya 
dan tidak memakai serta tidak memindah milikkannya.
23
 Secara sederhana 
dapat pula dikatakan bahwa wakaf menurut bahasa berarti “menahan harta, 




Adapun menurut istilah, wakaf berarti berhenti atau menahan harta 
yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk 
penggunaan yang mubah, serta dimaksudkkan untuk mendapatkan 
keridhaan Allah SWT.
25
Pengertian ini senada dengan wujud wakaf yang 
terdapat dalam hadist Nabi SAW berbunyi :
26
 
 لبل ىهس ٔ للها ل ٕسر ٌَ أ حَرْٚ َرُْ  ٙثا ٍَع : ُّ ُهًَ َع َعَطَمَْ ا ٌُ بَسَِلاا َد بَي اَرِا
 َسَلاَث ٍِي َلاِا :  ُّ َن ُٕع ْذٚ ِحِن بَص ٍذَنَٔ  َٔا ،ِّ ِث ُعَفَزَُٚ ِىْهِع َٔا ٍخَِٚر بَج ٍخَلَذَص
(ىهسي ِأر).  
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 Helmi Karim, Fiqih Muamalah, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, cet. Ke-2, 
1997),h. 101. 
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 Imam Muslim, Shahih Muslim Juz III, (Indonesia : Maktabat Dahlan, T, Th), h.1223 
 Artinya : Berasal dari Abu Hurarah, seorang  manusia yang meninggal dunia 
akan berhenti semua pahala amal perbuatanya, kecuali pahala tiga amalan : 
(1) pahala amalan shadaqah jariyah (sedekah yang pahalanya tetap mengalir) 
yang diberikannya selama ia hidup, (2) pahala ilmu yang bermanfaat (bagi 
orang lain) yangdiajarkannya selama hayatnya, dan (3) doa anak (amal) saleh 
yakni anak yang membalas guna orang tuanya danmendoakan ayah-ibunya 
kendatipun orang tuanya telah tiada. (HR Muslim) Para ahli sependapat 
bahawa yang di maksud dengan (pahala)shadaqah jariyah dalam hadist itu 
adalah (pahala)  wakaf yang diberikannya di kala seseorang masih hidup.
27
 
Sedangkan dalam buku-buku fiqih, para ulama berbeda pendapat dalam 
memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang 
ditimbulkan. yang dimaksud dengan wakaf sebagaimana yang didefinisikan 
oleh para ahli fiqih sebagai berikut : 
1. Muhammad al- Syarbini al- Khatib berpendapat bahwa yang dimaksud 
dengan wakaf ialah : 
“Penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai 
dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) Tasharruf 
(penggolongan) dalam penjagaannya atas Mushrif (pengelola) yang 
dibolehkan adanya”28 
2. Al-Minawi mendefinisikan wakaf dengan: “Menahan harta benda yang 
dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok 
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 barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak 
umum selain dari harta maksiat semata-mata karena ingin mendekatkan 
diri kepada Allah”. Dalam terminologi Hukum Islam, wakaf 
didefinisikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan 
penyerahan aset di mana seseorang dapat memanfaatkan atau 




3. Imam Taqiyah  al-Din Abi Bakr bin Muhammad al- Husaeni  berkata 
wakaf ialah: 
“Penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan 
kekalnya benda (zatnya),dilarang untuk digolongkan zatnya dan dikelola 
manfaatnya dalam kebaikan untuk mendekatkan diri pada Allah SWT.”30 
4. Abu Hanifah wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, 
tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk 
kebajikan. Karena itu madzhab Hanafiyah mendefinisikah “wakaf adalah 
tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap 
sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu 
pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang.
31
 
5. Madzhab Maliki mendefinisikan wakaf adalah menjadikan harta wakif 
berupa sewa ataupun hasilnya seperti dirham (uang) untuk orang-orang 
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6. Madzhab Syafi‟i dan Ahmad bin Hambal 
Syafi‟i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah menahan 
harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya zat benda yang 
menghalangi wakid dan lainnya dari tindakan hukum yang dibolehkan 
atau tidakan hukum yang bertujuan untuk kebaikan dan mendekatkan diri 
kepada Allah Ta‟ala. 
7. Madzhab Lain 
Madzhab lain sama dengan madzhab ketiga, namun berbeda dari 
segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik 
mauquf‟alaih (yang diberi wakaf), meskipun mauquf‟alaih tidak berhak 




Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat diambil suatu kesimpulan 
bahwa wakaf adalah suatu harta atau benda yang tetap zatnya atau tahan lama 
yang dilakukan seseorang untuk diberikan kepada orang lain ataupun lembaga 
yang objeknya dapat dimanfaatkan oleh individu ataupun orang banyak 
sesuai ajaran Islam.  
Sedangkan wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta 
yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan 
ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf mewujudkan potensi 





 dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan 
untuk memajukan kesejahteraan umum.
34
 
B. Dasar Hukum Wakaf 
Dalam al-Qur‟ an memang tidak terdapat ayat yang secara eksplisit 
tentang wakaf. Walaupun demikian, bukan berarti tidak ada sama sekali ayat-
ayat yang dapat dipahami dan mengacu pada hal tersebut. Ayat-ayat yang ada 
pada umumnya dipahami dan di gunakan oleh para fuqoha sebagai dasar atau 
dalil yang mengacu pada masalah wakaf antara lain sebagai berikut: 
1. Al- Qur‟an  
a. Al-Qur‟an surah al-Baqarah : 261 
                    
                ( حرمجنا:ٕ٦ٔ) 
Artinya : “perumpamaan (nafkah yag dikeluarkan oleh orang-orang  
yang menafkahkan hartanya di jalan Allah) adalah serupa dengan 
sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir 
seratus biji. Allah melipatgandaka bagi siapa yang Dia khendaki. Dan 
Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Mengetahui.
35
 
Berkaitan dengan ayat diatas, dalam memahami maksud dengan 
nafkah wakaf, menurut undang-undang wakaf, harta wakaf dapat 
digunakan untuk sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan 
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 pendidikan, beasiswa dan kesehatan bantuan untuk fakir miskin, anak 




Dari penjelasan diatas, tampak bahwa infak dan wakaf itu sangat 
luas. Berwakaf yang dimaksud tidaklah asal berwakaf saja, melainkan 
berwakaf yang dilakukan di jalan Allah (fi sabilillah). Apabila 
demikian, maka wakaf yang dilakukan itu serupa dengan sebutir benih 
yang menumbuhkan tujuh  butir, pada tiap-tiap butir 100 biji. Al-
Sa‟adi mengatakan bahwa ini adalah motivasi besar  dari Allah bagi 
hamba-Nya untuk menginfakkan harta mereka di jalan Allah.
37
 
b. Al-Qur’an surah al- Hajj : 77 
                      
   (ّجحنا:٧٧  )
Artinya : “ Hai orang- orang yang beriman, ruku‟lah kamu, sujudlah 
kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu 
mendapat kemenangan”38 
Untuk mendapatkan kemenangan (al-falah), Allah 
memerintahkan dalam ayat di atas kepada orang-orang yang beriman 
agar mereka shalat dan Allah mengkhususkan ruku‟ dan sujud karena 
keutamaan keduanya, kemudian menyembah Allah. Selanjunya Allah 
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 memerintahkan untuk berbuat baik secara umum (waya „muruhum 
bifi‟ili al-khayr „umuman). Apabila dalam tafsir terdahulu disebutkan 
al-khayr itu dalah umum, maka dalam tafsir lain disebutkan 
maksudnya adalah seperti silaturahmi dan akhlak yang mulia (ka-
shilah al-rahmi wa makarim al-akhlak). Atau seperti diktakan A. 
Yusuf Ali bahwa waf‟alu al-khayr bermakna „ad do good‟.39 
Memperhatikan penafsiran diatas yang menyebutkan bahwa al-
khayr itu adalah perbuatan baik secara umum, antara lain adalah 
berwakaf. Dalam berwakaf ini hendaknya dilakukan dengan 
profesional, sehigga pengelolaanya dan peruntukannya dapat diatur 
dengan sebaik-baiknya. Menurut undang-undang wakaf, harta wakaf 
dapat digunakan untuk : 
1) Sarana dan kegiatan ibadah; 
2) Sarana dan kegiatan pendidikan, beasiswa dan kesehatan; 
3) Bantuan untuk fakir miskin, anak terlantar dan yatim piatu; 
4) Peningkatan ekonomi umat; 
5) Kemajuan kesejahteraan umum.40 
c. Al-Qur’an surah Ali Imran : 92 
                 
( ٌارًع لآ :٩ٕ) 
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 Adijani al-Alabij, Perwakafan Tanah di indonesia dalam Teori dan Praktek, Rajawali 
Pers, Jakarta,1989,h.25. 
 Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang 
sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yag kamu 
cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka seungguhnya Allah 
mengetahui” (QS: Ali Imran : 92). 41 
Ayat diatas menunjukkan bahwa untuk sampia kepada kebajikan 
yang sempurna adalah dengan cara menafkahkan sebagian harta yang 
dicintai. Menafkahkan  atau mewakafkan harta yang dimiliki 
maksudnya bukan keseluruhannya melainkan sebagian saja 
dinafkahkan dari harta yang dicintai bukan dari harta yang tidak 
dicintai. Ayat ini hendaknya dikaitkan dengan ayat 267 surah al-
Baqarah yang menjelaskan agar jangan memilih yang jelek untuk 
dinafkahkan. Dengan mewakafkan harta yang dicintai akan tampak 
keseriusan yang berwakaf (waqif) seperti mewakafkan tanah milik di 
perkotaan yang harganya terus meroket (bertambah mahal), tetapi 
karena ingin mencapai ridha Allah, seorang tidak merasa rugi 
melainkan merasa untung dapat memberikan yang terbaik untuk 





 بًضْرَأ َةبَصَأ ِةبَطَخا ٍَ ْثَررًَ ُع  ٌَا َبًُٓ ُْ َع للها ِٗضَر َرًَ ُع ٍِ ْثا ٍْ َع
َرَجَٛخِث,بَٓ ِٛف ُِ ُرِيْأَزْسَٚ و ص ِٙجَُنا َٗرَأَف , لبمف :للها ل ُٕسَربَٚ, ُذجِصُأ َِٗا
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 ُّ ُِي ِٖذُْ ِع ُسَفََا ُطّلَلابَي ْتِصُأ ْىَن َرَجْٛخِث بًضرَا,لبل ؟ِّ ِث َُِٗرُيأَر بًَ َف : ٌإ
 َلأَ  ُع بَجُٚ َلا ُّ ََاُرًَ ُع بَٓ ِث َقَذَصَزَف بَٓ ِث َذلَذَصَزَف بَٓ َهصأ َذْسَجَح َذئِش
ُسَرُٕٚ , ِمٛجَسنا ٍِ ثأ ِللها ِمِٛجَس ٙفٔ ِةبَلِرنا ٙفٔ َٗثْر ُكنا ِٗف بَٓ ِث َقَذَصرَٔ
 َىِعطُٚٔ ِفٔرعًَ نبِث بَٓ ُِي َمُك بَٚ ٌَا بَٓ ُٛ ِن ٍَي ٗهع َحبَُُج َلا ِفَٛضّنا ٔ
 ٍلِٕ ًَ َزُيَرْٛ َغ( ىهسًنا ِأر)  
 
Artinya: "Dari Ibnu Umar ra.berkata: “Umar bin Khaththab mendapat 
(jatah) tanah di Khaibar lalu ia menemui Rosulullah SAW meminta 
pendapat beliau tentang tanah tersebut. Umar berkata: “Wahai 
Rosulullah SAW saya mendapat (jatah) tanah di Khaibar, sebelumnya 
saya tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai dari tanah ini, 
maka apa yang baginda perintahkan (sarankan) kepadaku dalam hal ini? 
“beliau bersabda: “jika engkau mau, engkau pertahankan (wakafkan) 
harta yang pokok (tanah tersebut) dan engkau sedekahkan hasilnya” 
Ibnu Umar berkata: “maka Umar pun mensedekahkannya (dengan 
syarat) bahwa harta yang pokok (tanah tersebut) tidak boleh dijual, 
dibeli, diwariskan, atau dihibahkan.” Ibnu Umar berkata lagi: “lalu 
Umar mensedekahkan hasilnya kepada para sanak kerabat, untuk 
memerdekakan budak, fi sabilillah, dan tamu. Boleh bagi orang yang 
mengurusnya boleh memakannya (menggunakannya) dengan cara yang 




 لبل ىهسٔ ّٛهع للها ٗهص ِللها َلُٕسَر ٌْ َا حَرْٚ َرُْ  ِٙثَا ٍع : ٍُ ثا َدبَي اَرِا
ِسَلاَث ٍِي َلاِا ُّ ُهًَ َع َعَطَمَِا َوَدَا ,ٍخَِٚربَج ٍخَلَذَص , ٍذَنَٔ  ْٔ َا ِّ ِث ُعَفَُ ُٚ ٍىْهِع ْٔ َا
 ُّ َنُٕعْذَٚ ٍحِنبَص(ىهسي ِأر)  
Artinya :"Dari Abu Hurairah r.a berkata, bahwa Rasulullah saw. 
Bersabda: apabila manusia mati, putuslah amalnya kecuali tiga 
(perkara): shadaqah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau 
anak saleh yang berdoa untuk orang tuanya” (HR. Muslim ).44 
C. Sejarah Wakaf 
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 1. Masa Rasulullah 
Wakaf dikenal sejak masa rasulullah SAW karena wakaf 
disyariatkan setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah, pada tahun kedua 
Hijriyh. Ada dua pendapat yang berkembang dikalaga ahli yurisprudensi 
Islam (fuqaha‟) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat 
wakaf.Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang 
pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah wakaf 
tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid. Pendapat ini berdasarkan 
hadist yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari „Amr bin Sa‟ad bin 
Mu‟ad, ia berkata: 
 َل بَل ٍد بَعُي ٍِ ث ِذْعَس ٍِ ث ِرًُع ٍث  َّجَش ٍِ ْث رًع ٍع َ٘ ِٔ ُرَٔ : ٍع َبُن َأَس
 ُربَصَْ َلأا َلبَلٔ َرًَ ُع ُخَل َذَص ٌَ ْٔ ُرِج َبًُٓ نا لبَمَف ِوَلاْسِلإا ْٙ ِف ٍسْجَح ِلَٔ َأ
َىَهَسٔ ِّ ٛهع ُللها َٗهَص ِللها ِلُٕسَر ُخَلَذَص 
 
Artinya : “Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin 
Sa‟ad bin Muad berkata : “kami bertanya tentang mula-mula wakaf 
dalam Islam ? orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, 
sedangkan orang- orang Ansor mengatakan adalah waka rasulullah 
SAW”. (Asy- Syaukani : 129)45 
Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan 
tujuh kebun Kurma di Madinah. Menurut pendapat sebagian ulama 
mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah 
Umar bin Khathab.Kemudian Syariat wakaf yang telah dilakukan Umar 
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 bin Khathab disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun 
kesayanganya, kebun “bairahah”. Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi 
SAW. Lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya 
di Mekkah yang di peruntukkan kepada anak keturunannya yang datang 
ke Mekkah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi 
Thalib mewakaflkan tanahnya yang subur. Mu‟adz bin Jabal 
mewakafkan rumahnya, yamg populer dengan sebutan “Dar al- Anshar” 
kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik Abdullah bin 
Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah istri Rasulullah SAW.
46
 
2. Masa Dinasti- Dinasti Islam 
Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayah dan 
dinsti Abbasiyah, semua orang berduyun-duyun untuk melaksankan 
wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, 
tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, 
membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para 
guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswinya. Antusiasme 
masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara 
untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun 
solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat. 
Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorangyang berbuat 
baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu 
tanpa ada aturan yang pasti. Namun setelah masyarakat Islam merasakan 
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 betapa bermanfaatnya lembaga wakaf, maka timbulah keinginan untuk 
mengaturperwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang 
mengatur wakaf untuk mengelola dan menggunakan harta wakaf, baik 
secara umum seperti masjid atau secara individual atau keluarga.
47
 
Pada masa dinasti Umayyah yang menjadi hakim Mesir adalah 
Taubah bin Ghar al- Hadhramiy pada masa khalifah Hisyam bin Abd. 
Malik. Ia sangat perhatian dan tertarik dengan pengembangan wakaf 
sehingga tebentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga 
lainnya dibawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang 
pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan di 
seluruh negara Islam. Pada saat itu juga, Hakim Taubah mendirikan 
lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di 
bawa Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya 
disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan.
48
 
Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut 
dengan “Shadr al- Wuquuf” yang mengurus administrasi dan memilih 
staf pengelola lembaga wakaf. Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir 
perkembangan wakaf cukup menggembirakan, dimana hampir semua 
tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semuanya dikelola oleh 
negara  dan menjadi milik negara (baitul mal).
49
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 Dan pada masa dinasti Mamluk perkembangan wakaf pun sangat 
pesat dan beraneka ragam, sehingga apapun yang dapat diambil 
manfaatnya boleh diwakafkan. Akan tetapi paling bayak yang 
diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti 
gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Pada masa mamluk 
terdapat wakaf hamba sahaya yang diwakafkan untuk merawat lembaga-
lembaga agama. Seperti mewakafkan budak untuk memelihara masjid 
dan madrasah. Hal ini dilakukan pertama kali oleh penguasa dinasti 




Pada tahun 1287 Hijriyah dikeluarkan undang-undang yang 
menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Utsmani 
dan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf. Dari implementasi 
undang-undang terebut di negara-negara Arab masih banyak tanah yang 
berstatus wakaf dan dipraktekkan sampai saat ini. 
Sejak masa Rasulullah, masa kekhalifahan dan masa dinasti-dinasti 
Islamsampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu kewaktu di 
seluruh negeri muslim, termasuk Indonesia. Hal ini terlihat dari 
kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari negara Islam ini telah 
diterima (diresepsi) menjadi hukum bangsa Indonesia sendiri. Disamping 
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 itu suatu kenyataan pula bahwa di Indonesia terdapat banyak benda 
wakaf, baik wakaf benda bergerak atau benda tidak bergerak.
51
 
D. Syarat Ketentuan Wakaf 
1. Rukun Wakaf  
Dalam berwakaf terdapat beberapa rukun yang harus 
dipenuhi,
52
diantaranya yaitu:  
a. Al-Waqif,yaitu orang yang berwakaf.  
1) Berhak berbuat kebaikan, sekalipun ia bukan Islam. 
2) Kehendak Sendiri; tidak sah karena dipaksa.53 
b. Al-Mauquf,yaitu benda yang diwakafkan.  
1) Kekal zatnya. Berarti bila manfaatnya di ambil, zat barang itu 
tidak rusak. 
2) Kepunyaan yang mewakafkan, walaupun musya‟(bercampur dan 
tidak dapat dipisahkan dari yang lain). 
Sabda Rasulullah SAW : 
 بًضْرَأ َةبَصَأ ِةبَطَخا ٍَ ْثَررًَ ُع  ٌَا َبًُٓ ُْ َع للها ِٗضَر َرًَ ُع ٍِ ْثا ٍْ َع
َرَجَٛخِث,بَٓ ِٛف ُِ ُرِيْأَزْسَٚ و ص ِٙجَُنا َٗرَأَف , لبمف :للها ل ُٕسَربَٚ, َِٗا
ُّ ُِي ِٖذُْ ِع ُسَفََا ُطّلَلابَي ْتِصُأ ْىَن َرَجْٛخِث بًضرَا ُذجِصُأ, َُِٗرُيأَر بًَ َف
لبل ؟ِّ ِث : ُّ ََاُرًَ ُع بَٓ ِث َقَذَصَزَف بَٓ ِث َذلَذَصَزَف بَٓ َهصأ َذْسَجَح َذئِش ٌإ
ُسَرُٕٚ َلأَ  ُع بَجُٚ َلا , ِمِٛجَس ٙفٔ ِةبَلِرنا ٙفٔ َٗثْرُمنا ِٗف بَٓ ِث َقَذَصرَٔ
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  بَٓ ُِي َمُك بَٚ ٌَا بَٓ ُٛ ِن ٍَي ٗهع َحبَُُج َلا ِفَٛضّنا ٔ ِمٛجَسنا ٍِ ثأ ِللها
ٍلِٕ ًَ َزُيَرْٛ َغ َىِعطُٚٔ ِفٔرعًَ نبِث( ىهسًنا ِأر)  
 
Artinya: "Dari Ibnu Umar ra.berkata: “Umar bin Khaththab 
mendapat (jatah) tanah di Khaibar lalu ia menemui Rosulullah 
SAW meminta pendapat beliau tentang tanah tersebut. Umar 
berkata: „Wahai Rosulullah SAW saya mendapat (jatah) tanah di 
Khaibar, sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan harta yang 
lebih bernilai dari tanah ini, maka apa yang baginda perintahkan 
(sarankan) kepadaku dalam hal ini? “beliau bersabda: “jika 
engkau mau, engkau pertahankan (wakafkan) harta yang pokok 
(tanah tersebut) dan engkau sedekahkan hasilnya” Ibnu Umar 
berkata: “maka Umar pun mensedekahkannya (dengan syarat) 
bahwa harta yang pokok (tanah tersebut) tidak boleh dijual, 
dibeli, diwariskan, atau dihibahkan.” Ibnu Umar berkata lagi: 
“lalu Umar mensedekahkan hasilnya kepada para sanak kerabat, 
untuk memerdekakan budak, fi sabilillah, dan tamu. Boleh bagi 
orang yang mengurusnya boleh memakannya (menggunakannya) 





Seratus saham kepunyaan Umar yang disebutkan dalam hadis 
dia atas adalah musya‟. Oleh karena itu, hadis menjadi dalil 
sahnya wakaf musya‟.55 
Contohnya A mewakafkan sebagian dari musya‟ untuk 
dijadikan masjid atau pemakaman itu tidak sah dan tidak 
menimbulkan akibat hukum, kecuali apabila bagian yang 
diwakafkan tersebut dipisahkan dan ditetapkan batasan-batasanya. 
Ada dua hal yang merintangi menjadikannya masjid atau 
pemakaman, yaitu: 
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 a) Jika bagian darimusya‟ tersebut diwakafkan untuk dijadikan 
pemakaman, maka pemanfaatanya disesuaikan dengan 
kondisinya. Tahun pertama menjadi pemakaman umum, dan 
tahun berikutnya menjadi tanah pertanian atau tempat 
pengembalaan hewan. Ini mengakibatkan hal yang buruk. 
b) Kebersamaan kepemilikan menghambat pemanfaatannya 
sebagai sedekah karna Allah.
56
 
c. Al-Mauquf‟alaihi, yaituorang yang menerima manfaat wakaf.  
Kalau berwakaf kepada orang tertentu, orang yang berhak 
menerima hasil wakaf tersebut hendaknya orang yang berhak 
memiliki sesuatu. Maka tidak sah berwakaf keadan anak yang masih 
dalam kandungan ibunya, begitu juga kepada hamba sahaya.
57
 
Wakaf kepada umum. Berwakaf kepada umum dijalan kebaikan 
adalah sah, bahkan inilah yang lebih penting, misalnya kepada fakir 
dan miskin, kepada ulama, murid-murid, masjid-masjid, sekolah-




d. Sighah yaitu lafadz atau ikrar wakaf  
Tata cara ikrar wakaf ialah wakif mengikrarkan wakafnya 
kepada nazirdihadapan PPAIW dengan disaksikan sekurang-
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 kurangnya oleh dua orang saksi. Dengan demikian ada empat unsur 
dalam ikrar ini, yaitu : wakif, nadzir, PPAIW, dan saksi-saksi.
59
 
Ucapan ikrar wakaf seperti: “Saya wakafkan ini kepada orang-
orang miskin,” atau “Saya wakafkan ini untuk membuat benteng,” dan 
sebagainya. Kalau mewakafkan kepada sesuatu yang tertentu 




2. Syarat wakaf  
Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam berwakaf adalah sebagai 
berikut:  
a. Syarat Waqif  
Orang yang berwakaf disyaratkan cakap hukum (ahliyah), yakni 
kemampuan untuk melakukan tindakan tabarru' (meilepaskan hak 
milik untuk hal-hal yang bersifat nirlaba atau tidak mengharapkan 
imbalan materil). Seseorang dapat dikatakan cakap hukum apabila 
memenuhi Syarat-syarat sebagai berikut
61
: 
1) Berakal  
Para ulama sepakat agar wakaf dipandang sah, maka wakif 
harus berakal ketika melaksanakan wakaf. Karena itu, tidak sah 
wakaf yang dilakukan oleh orang gila, idiot, pikun dan pingsan. 
Karena dia kehilangan akal atau tidak berakal, tidak dapat 
membedakan segala sesuatu dan tidak dapat 
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 mempertanggungjawabkan segala tindakannya. Namun terhadap 
orang yang mabuk terjadi perbedaan pendapat ulama. Menurut 
Hanabilah, Malikiyah, Ja‟ fariyah dan Zahiriyah, wakaf yang 
dilakukan oleh orang yang mabuk dianggap tidak sah karena sama 
keadaannya dengan orang gila. Akan tetapi, Hanafiyah dan 
Syafi‟iyah memandang wakaf orang mabuk tetap sah apabila 
mabuknya karena dipaksa, sedangkan hal itu tidak dikehendaki 
atau berada diluar kemampuannya. Berbeda dengan mabuk karena 
maksiat, maka wakafnya tidak sah.
62
 
2) Baligh  
Orang yang berwakaf harus orang yang dewasa atau cukup 
umur. Dalam Hukum perdata yang di maksud orang dewasa 
adalah berusia 21 bagi perempuan dan 25 bagi laki-laki. Oleh 
karena itu, tidak sah wakaf yang dilakukan anak- anak yang belum 
baligh karena dia belum mumayiz. Dia belum dipandang cakap 
hukum dan belum berhak melakukan tindakan hukum. Dalam hal 
ini tidak ada perbedaan terhadap anak kecil yang diizinkan orang 
tuanya untuk jual beli ataupun tidak. Demikian pendapat jumhur 
fuqaha dari golongan Hanafiyah, Syafi‟ iyah, Malikiyah, dan 
Hanabilah, Zhahiriyah, Syiah, Ja‟ fariyah dan Zaidiyah.63 
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 3) Merdeka  
Wakaf yang dilakukan oleh seseorang budak (hamba sahaya) 
tidak sah karena wakaf adalah penguguran hak milik dengan cara 
memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba 





Orang yang berwakaf harus cerdas, memiliki kemampuan dan 
kecakapan melakukan tindakan. Karena itu, orang berada dibawah 
pengampuan (mahjur), mahjur adalah orang yang di batasi hak-
hak keperdataannya. Dalam istilah fiqh pembatasan hak ini 
dikenal dengan istilah hajr. Hajru menurut bahasa berarti tadyiq 
wa man'u (membatasi dan menghalangi).
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5) Tidak berada dibawah pengampuan (boros/lalai) 
Orang yang berada dibawah pengampuan dipandang tidak 
cakap untuk berbuat kebaikan (tabarru‟), maka wakaf yang 
dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf 
orang yang berada dibawah pengampuan terhadap dirinya sendiri 
selama hidupnya hukumnnya sah. Karena tujuan dari pengampuan 
ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan 
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 untuk seuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar 
tidak menjadi beban orang lain.
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b. Syarat Mauqufbih (Harta yang diwakafkan) 
Syarat sahnya harta wakaf  
1. Harta yang diwakafkan harus mutaqawwam Para ulama berbeda 
pendapat dalam menentukan syarat benda wakaf. Namun, mereka 
sepakat dalam beberapa hal, seperti benda wakaf haruslah benda 
yang boleh di manfaatkan menurut syariat (mal mutaqawwim).
67
 
Menrut Madzhab Hanafi mal mutaqawwim ialah segala sesuatu 
yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal 
(bukan dalam keadaan darurat). Karena itu madzhab ini 
memandang tidak sah mewakafkan : 
a) Sesuatu yang buka harta. Seperti mewakafkan manfaat dari 
rumah sewaan untuk ditempati. 
b) Harta yang tidak mutaqawwam, seperti alat-alat musik yang 




2. Diketahui  dengan yakin ketika diwakafan 
Harta yang diwakafkn harus diketahui dengan yakin (ainun 
ma‟lumun), sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan. 
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3. Milik wakif 
Harta yang diwakafkan sedang dalam pemilikan wakif ketika 
ia mewakafkannya. Untuk itu tidak sah mewakakan sesuatu yang 
bukan milik wakif. Karena wakaf mengandung kemungkinan 
menggugurkan milik atau sumbangan. Keduannya hanya dapat 
terwujud pada benda yang dimiliki.
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4. Terpisah bukan milik bersama (musya‟) 
Milik bersama itu adakalanya milik dapat dibagi, juga 
adakalanya tidak dapat dibagi. Misalkan seseorang mewakafkan 
harta untuk dijadikan masjid atau pemakaman tidak sah dan tidak 
menimbulkan akibat hukum, kecuali apabila bagian yang 
diwakafkan tersebut dipisahkan dan di tetapkan batas-batasnya. 
c. Syarat Mauquf”Alaihi (penerima wakaf) 
Yang dimaksud dengan tujuan mauquf‟alaih adalah tujuan wakaf 
(peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas 
yang sesuai dan diperbolehkan Syariat Islam. Karena pada dasarnya, 
wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada 
Tuhan. Karena itu mauquf‟alaih (yang diberi wakaf) haruslah pihak 
kebajikan. Para faqih sepakat berpendapat bahwa infaq kepada pihak 




 Departemen Agama RI, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, Jakarta 
Depag RI, 2006, h. 46. 
 kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang 
mendekatkan diri manusia kepada Tuhannya. 
Namun terdapat perbedaan pendapat antara para faqh mengenai 
jenis ibadat disini, apakah ibadat menurut pandangan Islamataukah 
menurut keyakinan wakif atau keduanya, yaitu menurut pandangan 
Islam dan keyakinan wakif. 
1) Madzhab Maliki  mensyaratkan agar mauquf‟alaih (yang diberi 
wakaf) untuk ibadat menurut pandangan wakif. Sah wakaf 
muslim kepada semua syi‟ar Islamdan badan sosial umum. Dan 
tidak sah wakaf non muslim kepada masjid dan syiar-syiar Islam. 
2) Madzhab Syafi‟i dan Hambali mensyaratkan agar mauquf‟alaih 
adalah ibadat menurut pandagan Islam saja, tanpa memandang 
keyakinan wakif. Karena itu sah wakaf muslim kepada badan-
badan sosial seperti penampungan, tempat peristirahatan, badan 
kebajikan dalam Islam seperti masjid. Dan tidak sah wakaf 
muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial yang tidak 
sejalan dengan Islamseperti gereja.
71
 
d. Syarat Shighat (ikrar wakaf) 
1) Pengertian shighat 
Shighat wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari 
orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan 
apa yang diinginknnya. Namun shighat wakaf cukup dengan ijab 
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 saja dari wakif tanpa memerlukan qabul dari mauquf‟alaihi. 
Begitu juga qabul tidak menjadi syarat sahnya wakaf dan juga 
tidak menjadi syarat untuk berhaknya mauquf‟alaih memperoleh 
manfaat wakaf, kecuali pada wakaf yang tidak tertentu. 
2) Status Shighat 
Status shighat (pernyataan), secara umum adalah salah satu 
rukun wakaf. Wakaf tidak sah tanpa shighat. Setiap shighat 
mengandung ijab, dan mungkin mengandung qabul pula. 
3) Dasar Shighat 
Dasar (dalil) perlunya shighat (pernyataan) ialah karena 
wakaf adalah melepaskan hak milik dan benda dan manfaat atau 
dari manfaat saja dan memilikkan kepada orang lain. Maksud 
tujuan melepaskan dan memilikkan adalah urusan hati. Tidak ada 
yang menyelami isi hati orang lain secara jelas, kecuali melalui 
pernyataan sendiri. Karena pernyataanlah jalan untuk mengetahui 
maksud tujuan seseorang. Ijab wakif tersebut mengungkapkan 
dengan jelas keingina wakif memberi wakaf. Ijab dapat berupa 
kata-kata. Bagi wakif yang tidak mampu mengungkapkanya 
dengan kata-kata maka ijab dapat berupa tulisan atau isyarat. 
Adapun lafadz shighat wakaf ada dua macam, yaitu : 
a) Lafadz yang jelas (sharih), seperti : 
ُذْهَجَسَٔ  ُذسَجَحَٔ  ُذْلَٔ  
 Bila lafadz ini dipakai dalam ijab wakaf, maka sah lah wakaf 
tersebut, sebab lafadz tersebut idak mengandung suatu 
pengertian lain kecuali kepada wakaf. 
b) Lafadz kiasan (kinayah) 
ُدْذَثَأَ  ُذْيَرَحَٔ  ُذْلَذَص 
Kalau lafadz ini di pkai, harus dibarengi dengan niat wakaf. 
Sebab lafadz “tashaddaqtu” bisa berarti sedekah wajib seperti 
zakat dan sedekah sunnah. Lafadz “harramtu” bisa berarti 
dzihar, tapi bisa juga berarti wakaf. Oleh karena itu harus ada 
ketegasan niat untuk wakaf. Kemudian lafadz “abbadtu” juga 
berarti semu pengeluaran harta benda untuk selamanya. 
Sehingga semua lafadz kiasan yang dipakai untuk 




E. Macam-Macam Wakaf 
Wakaf terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan tujuanya, batasan 
waktu, dan penggunaanya. Di bawah ini akan di uraikan penjelasan mengenai 
macam-macam wakaf.  
a. Wakaf Berdasarkan Tujuannya. 
1) Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (khairi/umum), adalah 
wakaf yang diperuntukan untuk kepentingan umum atau 
kemaslahatan umum. Wakaf  umum inilah yang paling sesuai dengan 
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 ajaran Islamdan yang di anjurkan karena wakaf  yang benar-benar 
dapat di nikmati manfaatnya oleh masyarakat. 
2) Wakaf keluarga (khusus/dzurri), yaitu wakaf yang diperuntukkan, 
kepada keluarga, keturunan, dan orang-orang tertentu, seseorang atau 
lbih, keluarga si wakif atau bukan, tanpa melihat apakah kaya atau 
miskin, sakit atau sehat, tua atau muda.
73
Jadi yang menikmati 
manfaat benda wakaf ini sangat terbatas termasuk golongan kerabat 
sesuai dengan  ikrar yang di kehendaki oleh si wakif. 
3) Wakaf  gabungan (musytarak) apabila tujuan wakafnya untuk umum 
dan keluarga secara bersamaan. 
b. Wakaf berdasarkan batas waktunya: 
1) Wakaf abadi, yaitu apabila wakafnya berbentuk suatu barang yang 
sifatnya abadi seperti tanah,bangunan gedung beserta tanahnya 
ataupun barang yang bergerak yang di tentukan oleh wakif sebagai 
wakaf abadi dan produktif dimana sebagian hasilnya untuk disalurkan 
sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan serta 
menggantijika ada kerusakan.  
2) Wakaf sementara, yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa 
barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberikan 
syarat untukmengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa 
dikarenakan oleh keinginan wakif yang memberi batasan waktu 
ketika mewakafkan barangnya. 
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 c. Berdasarkan Penggunaannya. 
1) Wakaf langsung, yakni wakaf yang pokok barangnya digunakan 
untuk mencapai tujuanya, seperti masjid untuk sholat, dan lain-
lainnya. 
2) Wakaf produktif, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan 




F. Pendapat Madzhab Tentang Harta Benda Sewa Sebagai Wakaf 
Ada beberapa perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai harta 
wakaf, diantaranya : 
1. Menurut kalangan Hanafiyah dan Hanabillah bahwa orang yang menyewa  
tidak bisa mewakafkan hasil dari barang yang disewa. sebab menurut 
mereka wakaf di syaratkan untuk selamanya. Mereka juga menjelaskan 
bahwa menarik kembali harta wakaf dapat diqiyaskan dengan menarik 
kembali hibah yaitu hukumnya haram kecuali hibah yang dilakukan oleh 
orang tua terhadap anaknya. Orang yang menarik kembali hibahnya sama 




2. Kalangan Syafi‟iyyah mengatakan bahwa orang yang memiliki hak 
manfaat suatu barang (selain budak) seperti orang yang menyewa, orang 
yang diberi wasiat mendaptkan hasil barang, wakaf mereka tidak sah. 
Namun jika orang yang menyewa mewakafkan bangunan atau tanaman 
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 yang ada ditanah yang disewa, pendapat yang shahih adalah boleh sampai 
keberlangsungan wakaf terjadi sampai pemilik tanah melepasnya setelah 
masa tempo sewa-menyewa selesai. 
3. Kalangan Malikkiyahmengatakan wakaf tidak disyaratkan berlaku untuk 
selamanya, tetapi sah berlaku untuk jangaka waktu tertentu misalnya 
setahun sesudah itu kembali pada pemiliknya semula. Apabila wakaf untuk 
jangka tertentu dan sudah habis jangka waktunya, maka si habis pula masa 
wakafnya.
76
 Jadi, menurut  kalangan Safi‟iyah dan Malikiyah boleh 
mewakafkan harta yang bukan musya‟ (harta sewaan). 
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 BAB III 
UNDANG- UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN 
HARTA BENDA SEWA SEBAGAI WAKAF 
 
 
A. Konsep Wakaf  Menurut UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 
1. Latar Belakang UU RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf   
Hal-hal yang melatarbelakangi disusunnya RUU tentang wakaf 
dapat dikelompokkan dalam tiga aspek meliputi aspek historis, aspek 
teologis atau aspek sosiologis. 
a. Aspek Historis 
Pengelolan wakaf di Indonesia mengalami beberapa fase. Paling 
tidak ada tiga fase besar pengelolaan wakaf di Indonesia, yakni :
77
 
1) Periode Tradisional 
Pada fase ini wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran yang 
murni. Benda-benda wakaf kebanyakan untuk pembangunan fisik, 
seperti untuk masjid, musala, pesantren, tanah perkuburan, dan 
sebagainya. Pada periode ini keberadaan wakaf belum memberikan 
konstribusi sosial yang lebih luas karena untuk kepentingan yang 
bersifat konsumtif. 
Dalam fase ini aset wakaf di Indonesia cenderung kurang 
mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan berpretensi untuk 
kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah mahdhah. Umumnya umat 
Islam di Indonesia memahami bahwa peruntukan wakaf hanya 
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 terbatas untuk kepentingn pribadatan, seperti masjid, mushala, 
sekolah dan lain lain. Peruntukan yang lebih menjamin 
produktifitas dan kesejahteraan umat tampaknya masih belum 
diterima.. 
2) Periode Semi Profesional 
Periode ini pengelolaan wakaf secara umum masih sama 
dengan fase tradisional. Namun, pada masa ini sudah mulai 
dikembangkan pola pemberdayaan wakaf produktif, meskipun 
belum maksimal. 
3) Periode Profesional 
Periode ini di tandai dengan pemberdayan potensi wakaf 
secara produktif. Keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek 
manajemen, SDM Nazhir, pola kemitraan usaha dan bentuk wakaf 
benda bergerak, seperti uang saham, surat berharga lainnya. Karena 
pada fase ini di lahirkanlah UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. 
Dalam proses perumusan kebijakan wakaf pada umumnya 
dibuat berdasarkan ansumsi ansumsi ideolgis yang menyangkut 
relasi antara Islam dan negara serta pertanyaan mengenai seberapa 
jauh Islam boleh berperan di ruang publik. Dimasa penjajahan, 
kegiatan perwakafan mengalami perkembangan yang pesat. Hal itu 
di tandai dengan banyaknya muncul organisasi keagamaan, sekolah 
 madrasah, pondok pesantren, masjid yang semuanya dibangun 
dengan swadaya masyarakat di atas tanah wakaf.
78
 
Pada masa Orde Lama  tidak mengalami peubahan mendasar. 
Peraturan-peraturan yang mengatur perwakafan zaman kolonial, 
pada zaman kemerdekaan masih tetap diberlakukan karena 
peraturan perwakafan yang baru belum ada. Adapun peraturan 
yang mengatur pada masa orde baru adalah : 
a) Peraturan Pemerintan No. 33 Tahun 1994 yang memberikan 
kewenangan kepada Mentri Agama untuk mengurus wakaf. 
Selanjutnya PP ini ditindaklanjuti oleh Peraturan Mentri agama 
No 9 Tahun 1952 yang memberikan kewenangan kepada Kepala 
Kantor Urusan Agama Kabupaten untuk menyelidiki mendata, 
dan mengawasi penyelenggaraan perwakafan. Surat keputusan 
bersama Mentri Dalam Negri dan Mentri Agraria Tanggal 5 
Maret 1959 No Pem. 19/22/23/7:S.K./62/Ka/59P mengalihkan 
kewenangan bupati sebagai pengawas harta wakaf menjadi tugas 
Kepala Agraria. Secara hierarki peraturan hukum di Indonesia 




b) Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-pokok Agraria. Dalam Pasal 49 undang-undang ini 
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 dinyatakan, negara melindungi keberlangsungan perwakafan di 
Indonesia dan mengaturnya secara khusus dalam peraturan 
pemerintah,
80
 namun peraturan pemerintah ini baru lahir 
tahun1977. 
Peraturan peraturan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia 
berkaitan dengan perwakafan, seperti terjadi pada Orde Lama tidak 
memiliki arti penting bagi pengembangan wakaf selain hanya untuk 
memenuhi formalisme administrasi semata. Hal ini dikarenakan 
pemerintah pada masa Orde Baru ini lebih berkonsentrasi untuk 
memperkuat diri di atas kekuatan sipil terutama Islam. Adapun 
peraturan perwakafan yang lahir pada masa Orde Baru :
81
 
a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang 
Perwakafan Tanah Milik 
Dengan adanya peraturan pemerintahan ini, perwakafan 
tanah milik Indonesia mulai tertib dan terjaga. Ini merupakan 
peraturan pertama yang memuat substansi dan teknis 
perwakafan. Selama ini di Indonesia, peraturan yang mengatur 
wakaf kurang memadai sehingga banyaknya sengketa tanah 
wakaf. Tanah wakaf yang statusnya tidak jelas, banyak benda 
wakaf yang tidak diketahui keadaanya, penyalahgunaan harta 
wakaf, dan sebagainya. Hal ini karena tidak adanya keharusan 
untuk mendaftarkan benda-benda wakaf. Barulah dengan 
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 ditetapkannya peraturan pemerintah ini perwakafan mempunyai 
dasar hukum kuat. 
Dengan keluarnya peraturan pemerintah ini, seluruh 
peraturan yang mengatur perwakafan seperti yang tercantum dan 
bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 
ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
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selanjutnya peraturan pemeintah ini ditindaklanjuti dengan 
keluarnya Peraturan Mentri Dalam Negri No 6 Tahun 1977 
Tentang Pendaftaran Perwakafan Tanah Milik, dan Peraturan 
Mentri Agama No 1 Tahun 1978 tentang Perwakafan Tanah 
Milik dan peraturan pelaksana teknis lainya. Walaupun 
peraturan pemerintah ini telah dikeluarkan, dalam perjalananya 
ternyata peaturan-peraturan perwakafan yang ada belum 
berjalan secra efektif dalam menertibkan wakaf di Indonesia. 
b) Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 
Islam 
Intruksi yang dikeluarkan  tanggal 5 Februari 1991 ini 
adalah pedoman bagi instansi pemerintah dan masyrakat yang 
memerlukan dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang 
perwakafan. Sejalan dengan bergulirnya gelombang reformasi 
dan demokrasi di penghujung tahun1990-an, membawa 
perubahan sehingga mengokohkan Islam sebagai salah satu 
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 kekuatan politik  di panggung nasional, sampai  munculnya 
undang-undang secara khusus mengatur wakaf.  
Kompilasi Hukum Islam terdiri dari tiga buku yaitu, 
Perkawinan, Kewarisan, dan Wakaf.
83
 Sejak keluarnya Intruksi 
Presiden dan Surat Keputusan Mentri secara prakti telah 
menjadi hukum materil terapan di Peradilan Agama yang 
digunakan oleh para hakim. 
Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1 Wakaf 
adalah perbuatan hukum sesorang atau kelompok orang atau 
badan hukum yang memisahkan sebagaimana dari benda 
miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna 




Berdasarkan ketentuan Pasal 215 ayat 4 KHI tentang 
pengertian benda wakaf adalah segala benda baik bergerak atau 
tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya 
sekali pakai dan berniali menurut hukum Islam. 
b. Aspek teologis 
Wakaf yang diajarkan oleh Islam mempunyai sandaran idelogi 
yang amat kental dan kuat sebagai kelanjutan ajaran tauhid. Yaitu, 
segala sesuatu yang berpuncak pada keyakinan terhadap ke-Esaan 
Tuhan harus dibarengi dengan kesadaran akan perwujudan keadilan 
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 sosial. Islam mengajarkan kepada umatnya agar meletakan persoalan 
harta (kekayaan dunia) dalam tinjauan yang relatif, yaitu harta 
(kekayaan dunia) yang dimiliki oleh seseorag atau sebuah lembaga 
harus mempunyai kandungan nilai-nilai sosial. Perinsip pemilikan 
harta dalam Islam menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan  hanya 
dikuasai oleh sekelompok orang, dalam firman QS : at-taubah : 103 
berbunyi : 
                        
      ( خثّٕزنا :ٖٔٓ) 
Artinya : “ambillah zakat darti harta mereka guna membersihkan dan 
menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya 
do‟amu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah 
Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.85 (QS : at-Taubah :103) 
Sebagai salah satu instrumen ekonomis yang berdimensi sosial 
perwakafan tanah merupakan konsekuensi logis dari sistem pemilikan 
dalam Islam. Pemilikan harta benda dalam Islam harus disertai dengan 
pertanggungjawaban moral. Semua yang ada dilangit dan bumi ini 
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 adalah milik Allah. Pemilikan manusia atas harta benda merupakan 
amanah atau titpan belaka.
86
 
Menurut al-Maududi sebagimana dikutip oleh Imam Suhadi, 
bahwa pemilikan dalam Islam itu harus disertai dengan tanggung 
jawab moral. Artinya, segala sesuatu (harta benda) yamg selama ini 
dimiliki oleh seseorang atau sebuah lembaga, secara moral harus 
diyakini secara ideologis bahwa ada sebagian darinya menjadi hak 
bagi pihak lain, yaitu untuk kesejahteraan sesama seperti fakir miskin 
atau didermakan ke lembaga-lembaga sosial, lembaga kemanusian 
atau lembaga pemberdayaan lainya. 
87
 
Dalam peruntukannya, tanah mempunyai keterkaitan yang 
sangat erat dengan kelanjutan hidup manusia. Siapapun dan 
dimanapun, seseorang akan selalu membutuhkan tanah. Karenanya, 
tanah termasuk harta benda primer yang melekat dengan kehidupan 
itu sendiri. Paradigma pemahaan masyarakat Indonesia terhadap tanah 
menjadi sangat penting ketika dihubungkan dengan perkembangan 
penduduk seperti sekarang ini. Sudah barang tentu, penyediaan tanah 
baik sebagai tempat pemukiman, lahan pertanian atau sebagai areal 
pembangunan akan menempati kebutuhan pokok dan tentu saja akan 
menjadi salah satu persoalan sosial yang cukup peka. Karena harus 
diakui, bahwa untuk saat ini terlihat semakin meningkatnya kebutuhan 
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 tanah sementara areal tanah semakin sempit. Karena itulah,secara 




c. Aspek Sosiologis 
Setelah memiliki landasan ideologisyang bersumber pada 
kalimat tauhid (la illha illallah ), wakaf mempunyai konstribusi   
terhadap persoalan-persoalan ekonomi kemasyarakatan. Kalau dalam 
tataran ideologis wakaf berbicara tentang bagaimana nilai-nilai yang 
seharusnya diwujudkan oleh dan untuk umat Islam, sedangkan pada 
wilayah paradigma sosial-ekonomis, wakaf menjadi jawaban konkrit 
dalam realitas problematika kehidupan (sosial-ekonomis) masyarakat. 
Harta tidaklah hanya dimiliki dan dikusai sendiri, melainkan juga 
harus dinikmati bersama. Ini tidak berarti bahwa Islam melarang 
orang menjadi kaya, melainkan suatu peringatan kepada umat manusia 
bahwa Islam mengajarkan fungsi sosial harta. Dengan itulah 
diciptakan lembaga wakaf, disamping lembaga-lembaga lainnya.
89
 
2. Konsep Wakaf Menurut UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 
Dengan disahkannya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, 
diharapkan pemahaman masyarakat Indonesia lebih luas tentang wakaf. 
Karena selama ini wakaf yang kita jumpai di masyarakat pada umumnya 
lebih banyak bersifat konsumtif dan lebih terfokus untuk kepentingan 
pembangunan atau sarana untuk ibadah. 
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 Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini menjadi 
momentum pemberdayaan wakaf secara produktif sebab di dalamnya 
terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen 
pemberdayaan potensi wakaf secara moderen. 
Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 
1 ayat (1) menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif 
untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya 
untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu sesuai dengan 
kepentingannya guna keperluan ibadan dan/atau kesejahteraan umum  
menurut syari‟ah. 
Adapun beberapa unsur dalam UU Wakaf no. 41 Tahun 2004, 
tentang pemahaman dan peraturan baru dalam wakaf untuk dapat 
mensejahterakan umat. Diantaranya : 
a. Tujuan Dan Fungsi Wakaf  
Dengan disahkannya UU wakaf ini diupayakan untuk 
menggerakkan seluruh potensi wakaf yang ada di tanah air kita secara 
produktif. Wakaf dikembangkan secara optimal dengan pengelolaan 
professional produktif untuk mencapai hasil yang nyata dalam 
kehidupan masyarakat, Sehingga wakaf tidak hanya berhenti menjadi 
kekayaan umat Islam, dengan segala problematikanya.  
b. Harta Benda Wakaf  
Dalam UU wakaf ini mengukur harta benda wakaf bukan hanya 
harta benda yang tidak bergerak saja, tetapi harta benda yang bergerak 
 pun diatur di dalamnya, sebagaimana termaktub dalam pasal 15 dan 
16 UU RI No. 41 Tahun 2004, baik harta bergerak maupun harta tidak 
bergerak.  Seperti halnya uang (wakaf cash), saham, surat berharga, 
surat-surat berharga, hak sewa dan hak kekayaan intelektual. Karena 
wakaf uang, saham, merupakan variable penting dalam 
pengembangan ekonomi. Dan ini adalah terobosan yang signifikan 
dalam dunia perwakafan khususnya di Indonesia.   
c. Nazhir  
Dalam Fiqh maupun UU wakaf ini, persyaratan nazhir adalah 
persyaratan umum. Karena nazhir adalah orang atau pihak (badan 
hukum atau organisasi) yang berhak bertindak terhadap harta wakaf, 
baik yang memelihara, mengerjakan berbagai hal yang 
memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik, maupun 
mendistribusikan hasilnya kepada orang yang berhak menerimanya 
atau pihak yang menerima benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan 
dikembangkan sesuai dengan peruntukkannya.
90
Nazhir dapat 
menerima hak pengelolaan sebesar maximal 10%  dari hasil bersih 
pengelolaan dan pengembangan benda wakaf. Supaya nazhir wakaf 
tidak sekedar dijadikan pekerjaan sambilan yang hanya dijalani 
seadanya, tapi benar-benar dan mampu menjalankan tugas-tugasnya 
sehingga mereka patut diberikan hak-hak yang pantas sebagimana 
dengan apa yang mereka kerjakan atau pertanggung jawabkan. 
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 d. Badan wakaf Indonesia (BWI)  
Salah satu yang baru dalam UU wakaf ini adalah dengan adanya 
kelembagaan badan wakaf Indonesia (BWI), dimana dalam peraturan 




Sebagai lembaga wakaf nasional BWI mempunyai visi: 
“terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, 
mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan 
perwakafan nasional dan internasional.” Dan mempunyai misi : 
“menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional 
yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda 
wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdaya masyarakat.
92
 
Adapun strategi untuk merealisasikan visi dan misi BWI adalah 
: 
1) Meningkatkan kompetensi dan jaringan badan Wakaf Indonesia, 
baik nasional maupun internasional.  
2) Membuat peratauran dan kebijakan di bidang perwakafan. 
3) Meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf. 
4) Meningkatkan profesionalisme dan keamanahan nazhir dalam 
pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. 
5) Mengoordinasi dan membina seluruh nazhir wakaf. 
6) Menertibkan pengadministrasian harta benda wakaf. 




 Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, Op.cit., h. 406. 
 
 7) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. 
8) Menghimpun, mengelola, dan mengembangkan harta benda wakaf 
yang bersekala nasional dan internasional. 
Untuk lebih memfokuskan pada pembahasan yang penulis teliti, 
jadi peneliti akan lebih luas pembahasannya dalam harta benda wakaf 
berupa hak sewa. 
B. Harta Benda Sewa sebagai Wakaf 
Kondisi sosial ekonomi yang berubah dan selalu berubah selamanya 
membutuhkan kepentingan-kepentingan baru yang tidak ada batasanya. 
Maka bentuk wakaf juga banyak muncul sejalan dengan perubahan dan 
kepentingan-kepetingan yang harus dipenuhi. Masyarakat sekarang telah 
menciptakan kepentingan umum yang banyak dari berbagai bentuk 
kebaikan, salah satunya wakaf. 
Masalah perkembangan harta wakaf harus dilihat sebagai masalah 
baru, baik disebabkan oleh adanya faktor yang muncul yang menyebabkan 
hal itu, atau karena pentingnya harta wakaf dan jumlahnya yang besar  di 
tengah relita sosial dan ekonomi. 
Dan setelah di sahkanya UU RI No 41 Tahun2004, pada tanggal 27 
Oktober 2004, banyak perkembangan yang terjadi dalam dunia perwakafan 
di Indonesia, terutama dalam harta benda wakaf. Di tegaskan dalam UU 
wakaf  ini, bahwasanya harta yang bisa di wakafkan ialah harta benda 
bergerak dan harta benda tidak bergerak. 
 1) Benda tidak bergerak, yaitu Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun 
yang belum terdaftar, seperti : Bangunan atau bagian bangunan yang 
berdiri di atas tanah, Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan 
tanah, Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan benda tidak bergerak 




2) Benda Bergerak, yaitu harta benda yang tidak habis di konsumsi, 
meliputi : 
a) Uang : yang dimaksud dengan wakaf uang adalah wakaf yang 
dilakukan seseorang, kelompok, lembaga atau badan hukum dalam 
bentuk uang. Dengan kata lain wakaf uang merupakan perbuatan 
hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian 
harta benda miliknya yang berupa uang untuk dimanfaatkan 
selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan 
kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau  kesejahteraan umum 
menurut syariat. 
b) Logam mulia; seperti emas dan perak batangan, perhiasan emas, 
perak, dinar dan dirham. 
c) Surat berharga; seperti saham perusahaan syariah (terdaftar di bursa 
efek), goodwill saham perusahaan syariah tertutup, sukuk (obligasi) 
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 retail syariah, deposito syariah dan reksadana syariah, wasiat wakaf 
dalam polis asuransi dan wasiat wakaf dalam surat wasiat. 
Pengelolaan wakaf surat berharga yang berbentuk saham dan obligasi 
terbuka ditujukan untuk memaksimalkan perolehan deviden (bagi 
hasil). Deviden (bagi hasil) yang diperoleh inilah yang akan 
didayagunakan untuk keperluan wakaf. 
d) Kendaraan; untuk wakaf kendaraan, maka yang diwakafkan adalah 
nilai manfaat kendaraan sesuai waktu optimal pemanfaatannya. 
e) Hak atas kekayaan intelektual; arti dari hak atas kekayaan intelektual 
sendiri adalah adanya suatu kreasi (creation). Kreasi ini mungkin 
dalam bidang kesenian (Art), bidang industri, Ilmu pengetahuan 
ataupun kombinasi dari ketiganya.
94
 Adapun penjabaran lebih rinci 
mengenai jenis-jenis HAKI yang dapat dijadikan obyek wakaf 
ditegaskan dalam pasal 21 butir b peraturan pelaksanaan UU wakaf PP 
Nomor 42 Tahun 2006, berupa : hak cipta, merek, paten, desain 




f) Hak sewa; hak sewa menurut pasal 44 ayat (1) UUPA memungkinkan 
orang atau badan hukum untuk menggunakan tanah milik orang lain 
untuk keperluan bangunan, dengan membayar  kepada pemilik tanah 
tersebut sejumlah uang sebagai sewa. Pembayaran uang sewa dapat 
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 dilakukan sebelum atau sesudah tanah dipergunakan pembayaran uang 
sewa juga dapat dilakukan hanya satu kali atau setiap waktu tertentu.
96
  
Wakaf hak sewa ialah mewakafkan manfaat  barang yang di sewa 
selama masa mengugunakannya masih ada. Contohnya : seseorang 
menyewa sebuah bangunan selama 10 tahun kemudian bangunan 
tersebut dijadikan masjid untuk shalat. 
g) Benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku misalnya usaha layanan publik 
(rumah sakit, sekolah, universitas, sarana olah raga, dll), usaha 
komersial (minimarket, restoran, waralaba, pabrik, hotel,dll). Di 
dalam wakaf ini yang dikelola adalah seluruh aset baik aset tetap 
maupun aset manajemen. 
 Sebagaimana tercantum dalam pasal 16 UU No 41 Tahun 2004 
tentang Wakaf . 
Pasal 16 
(1) Harta benda wakaf terdiri dari : 
a. Benda tidak bergerak; dan 
b. Benda bergerak. 
(2) Benda tidak bergerak sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf a 
meliputi : 
a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum 
terdaftar; 
b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah 
sebagaimana dimaksud pada huruf a; 
c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; 
d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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 (3) Benda bergerak sebagaimana dimakasud pada ayat (1) huruf (b) harta 
benda tidak habis di konsumsi, meliputi : 
a. Uang; 
b. Logam mulia; 
c. Surat berharga 
d. Kendaraan; 
e. Hak atas keakayaan intelektual; 
f. Hak sewa; 





Dan dalam pasal 16 ayat 3 huruf (f ) ialah hak sewa, ini adalah hal 
baru dimana harta benda sewa dapat di wakafkan. Karena selama ini 
masyarakat Indonesia hanya terfokus terhadap harta benda tidak bergerak 
yang  bisa diwakafkan atau lebih menekankan terhadap keabadian harta 
wakaf tersebut. 
Sebelum penulis lebih lanjut membahas tentang harta benda sewa 
berupa wakaf alangkah baiknya lebih dulu membahas apa yang dimaksud 
dengan hak sewa. 
Dalam Kamus Hukum, tidak ada yang secara tegas mendefinisikan 
hak sewa, untuk itu penulis akan mendefinisikan perkata. Hak adalah 
kepunyaan milik, kekuasan yang baru untuk menuntut sesuatu atau 
kekuasaan yang benar atas sesuatu.
98
 
Sedangkan sewa-menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana 
pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak 
lainnya kenikmatan dari barang, selama satu waktu tertentu dan dengan 
pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu 
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 disanggupi pembayarannya.
99
 Sedangkan sewa itu sendiri ialah pemakaian 
sesuatu dengan membayar uang.
100
Dalam hukum Islam hak secara etimologi 
berarti milik, ketetapan dan kepastian. 
101
Menurut sebagian ulama 
Mutaakhkhirin hak adalah suatu hukum yang telah ditetapkan 
syara‟Menurut Syekh Ali Al-Khafif (asal Mesir)  hak adalah  kemaslahatan 
yang diperoleh secara syara. 
Sewa dalam Islam disebut sebagai Ijarah, ijarah berasal dari kata al-
ajru yang arti menurut bahasa Indonesianya ialah ganti, upah. Sedangkan 
menurut istilahakad untuk membolehkan pemilikan  manfaat yang 
dikertahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. 
Wakaf hak adalah apabila yang diwakafkan berupa hak bernilai materi 
atau manfaat yang dimiliki oleh selain pemilik barang, seperti dalam 
penyewaan.
102
 Wakaf hak atau manfaat adalah harta yang akan diwakafkan 
berupa hak bernilai materi maupun manfaat yang dimiliki oleh selain 
pemilik barang tersebut. Karena Manfaat barang yang dimiliki penyewa 
tidak selamanya dimiliki, jadi apabila seseorang memiliki manfaat suatu 
barang dalam jangka waktu tertentu, baik melalui sewa atau karena 
diberikan manfaatnya oleh pemilik barang, maka ia boleh mewakafkan 
manfaat barang selama masa menggunakannya masih ada.
103
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 Contoh ini sama dengan seseorang menyewa bangunan selama 10 
tahun, kemudian bangunan tersebut dijadikan masjid untuk shalat. 
Adapun contoh lain seperti seseorang menyewa mobil selama 6 bulan, 
dan selama 6 bulan, mobil itu dijadikan mobil ambulan untuk membantu 
masyarakat yang terkena musibah.  
Sehubungan dengan harta yang dapat diwakafkan (mauquf bih)  
merupakan salah satu rukun wakaf, dimana barang atau benda yang 
diwakafkan harus memenuhi syarat-syarat diantaranya : benda wakaf itu 
diketahui,jelas ukurannya dan tempatnya dan benda wakaf merupakan milik 
sempurna dari wakif karena wakaf menggugurkan hak milik. Ulama 
malikiyah mensyaratkan benda wakaf adalah benda milik yang tidak terkait 
dengan hak orang lain.
104
 
Wakaf hak-hak yang bernilai materi berkembang sangat pesat, 
sebagaimana juga wakaf manfaat yang bernilai materi. Dalam perspektif 
fiqh, hak yang bernilai materi seperti hak ilmiah dan manfaat yang bernilai 
materi, merupakan bagian dari harta yang boleh diwakafkan.
105
 Menurut 
Achmad kalau melihat kecenderungan masyarakat, dimana ada sebagian 
orang hanya memiliki hak hak sementara, seperti HGB, hak pakai, maka 
wakaf berjangka sangat dimungkinkan. 
Pemahaman terhadap wakaf sendiri ialah bagaimana harta yang telah 
diwakafkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat banyak, baik 
untuk selama-lamanya maupun semetara (jangka waktu tertentu). 
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 Pembaharuan terhadap paham wakaf, tidak akan menyalahi konsep dasar 
wakaf. Namun sebagaimana harta benda bergerak terutama hak sewa dapat 
dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak. Jadi aspek 
kemanfaatan dzat (benda yang diwakafkan) menjadi esensi dari wakaf 
tersebu 
Ibnu Arafah dari Mazhab Maliki, sebagaimana dikutip oleh Mundzir 
Qahaf dalam menejemen wakaf produktif. Mendefinisikan wakaf yaitu 
“memberi manfaat sesuatu selama barangnya masih ada.” definisi tersebut 
menunjukan adanya perkataan yang memperbolehkan wakaf sesuatu yang 
waktunya terbatas karena usianya, maka batasan waktu wakafnya adalah 
selama wakaf itu masih ada.
106
 
Jalaludddin al-Mahally membolehkan mewakafkan benda bergerak 
dengan memanfaatkan hak dari objek tersebut sesuai dengan hadits 
Rasulullah SAW : 
 ىهسٔ ّٛهع للها ٗهص ُٙ ِجَُنا َلبَل  ُلُٕمَٚ ُّع للها ٗضر َحَرْٚ َرُْ  بَثَأ
 ُّ َعَجِش ٌَ ِإَف ،ِ ِذْعَٕ ِثبًمِٚذْصَر َٔ  ِلله بِث بًَبًَ ِٚإ ِللها ِمْٛ ِجَس ٙف بًسَرَف َسَجَزْحا ٍِ َي
ِخَيبَٛ ِمنا َوْٕ َٚ ِّ َِاَسْٛ ِي ٙف ُّ َنَٕثَٔ  ُّ َثْٔ َرَٔ  ُّ َِٚرَٔ  
Dari Abu Hurairah r.a. Nabi SAW berkata: “Barangsiapa yang 
mewakafkan kuda untuk jihad di jalan Allah dan mengharap ridha Allah 
maka sesungguhnya makananya, kotorannya dan air kencingya di hari 
kiamat nanti dalam timbangannya terdapat beberapa kebaikan.
107
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 Ditinjau dari tujuan wakaf adalah menyalurkan manfaat kejalan 
kebaikan. Dengan kata lain, wakaf manfaat yang dilakukan dalam batas 
waktu tertentu dari pemilik barang adalah menyerupai wakaf sementara dan 
bagi para ahli mengakui adanya wakaf sementara. Manfaat barang tidak 
selamanya dimiliki oleh pemilik barang, seperti halnya dalam barang sewa, 
pemberian manfaat, atau wasiat atas suatu manfaat dan wakaf seumur hidup 
bagi yang mengakuinya. 
Sebenarnya inti pembentukan wakaf adalah menahan harta sejak 
waktu dikeluarkannya.
108
 Dengan kata lain, wakif telah memberikan pokok 
harta tetap yang dapat menghasilkan manfaat dan dapat dipergunakan oleh 
orang-orang yang berhak atas wakaf, walaupun dengan batasan waktu. 
Untuk itu benda yang dipandang sah untuk diwakafkan ialah benda tersebut 
harus memiliki nilai guna. 
Sebagaimana menurut Abdur Rahim yang dikutip oleh Asaf A.A. 
Fyzee dalam pokok-pokok hukum Islam II, menyatakan bahwa harta yang 
dipersembahkan atau diwakafkanharuslah mempunyai 2 sifat : Pertama 
harta benda itu haruslah yang mal, yaitu benda yang nyata. Kedua benda itu 
haruslah dapat dipakai (diambil manfaatnya) dan tidak habis dalam proses 
pemakaiannya itu. Asal saja kedua sifat itu terpenuhi tidaklah lagi ada 
batasan-batasan lainnya. 
Dari segi akadnya, wakaf memang diakui sebagai akad sepihak dan 
termasuk akad tabarru‟, yang tidak membutuhkan qabul dari nadzir. Tetapi 
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 terhadap akad tersebut harus disikapi secara hati-hati Nadzir harus dilihat 
profil, komitmen, reputasi, kredibilitas, kapabilitas dan terpopuler adalah 
track record (rekam jejak) sehingga akuntabilitas publiknya dapat 
dipertanggungjawabkan. Hal terpenting pula terkait dengan akad adalah 
dimungkinkan timbulnya sengketa yang memerlukan pembuktian untuk 
keabsahan sehingga dipersyaratkan adanya (1) dokumen dan (2) saksi. 
Keduanya bukan menjadi rukun tetapi alat bukti yang harus ada dan dapat 
menguatkan keberadaan adanya akad (penyerahan) wakaf. 
Ibnu Qayyim al-Jauzziyah, dikutip oleh Taufik Hamami dalam 
Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional mengatakan 
bahwa pelaksanaan hukum dapat saja berubah sesuai dengan perubahan 
waktu lingkungan dan kebiasaan. Sedangkan dalam Islam hanya 
memberikan pedoman pokok dan prinsip-prinsipnya saja, sedangkan 
pegaturanya diserahkan pada Ulil Amri (pemerintah/ulama), dan ahlul halli 
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 BAB IV 
ANALISI HUKUM ISLAM TERHADAP HARTA BENDA SEWA 
SEBAGAI WAKAF DALAM PASAL 16 AYAT 3 HURUF (F) DALAM 
PRESFEKTIF HUKUM ISLAM 
 
 
Islam sebagai Ad-din (agama), telah menawarkan berbagai doktrin bagi 
manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, pertama 
kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia, kedua kebahagiaan dan 
kesejahteraan hidup di akhirat. Salah satu doktrin Islamdalam bidang sosial 
ekonomi adalah seperangkat alternatif yang dinamakan sebagai “lembaga-
lembaga sosial Islam ” yang terdiri dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan hibah. 
Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang cukup religius, dimana 
agama cukup berpengaruh dalam pembentukan tata kehidupan dan tata tingkah 
laku masyarakat. Oleh karena itu, agama dijadikan salah satu acuan bagi program 
pembangunan nasional. Islam  juga merupakan agama yang dianut mayoritas 
penduduk Indonesia, sebagai salah satu sistem yang mengatur hidup dan 
kehidupan manusia, Islam  tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan 
Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia, dengan diri sendiri, masyarakat, 
benda dan lingkungan.   
Wakaf sebagai salah satu bentuk ibadah, yang nilainya lebih dalam pada 
ibadah sosial.Bagi masyarakat muslim, wakaf mempunyai nilai ajaran yang sangat 
berpengaruh dalam pengembangan keagamaan dan kemasyarakatan. Setidaknya 
ada dua paradigma yang terkandung dalam wakaf yaitu paradigma ideologi dan 
pradigma sosial ekonomi. 
 Paradigma ideologi adalah wakaf yang diajarkan oleh Islam yang mempunyai 
sandaran ideologis yang amat kental sebagai kelanjutan ajaran tauhid, yaitu segala 
sesuatu yang berpacu pada keyakinan terhada ke Esa-an Tuhan, dimana dengan 
kesadaran akan perwujudan keadilan sosial. Sedangkan paradigma sosial 
ekonomi, dimana wakaf  menjadi jawaban konkrit dalam realitis kehidupan sosial. 
Wakaf adalah salah satuan bagian dari hukum Islam dan merupakan masalah 
kemasyarakatan. Dengan sedikitnya dasar hukum yang mengaturnya baik dalm 
Al- Qur‟an maupun Hadits Nabi, untuk itu perlu ada penafsiran/ijtihad para ulama 
yang harus dilakukan terhadap dasar hukum wakaf. Karena seiring dengan 
perkembangn zaman masalah wakaf berubah berkembang dengan cepat sesuai 
dengan perkembangan masyarakatnya, sebagaimana hukum itu terjadi perubahan, 
baik di sebabkan perubahan waktu, tempat, keadaan dan adat istiadat. Hal ini 
sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi : 
ٌبكيلأأ ٌبيزلأا وبكح لأا  رٛغر ركُٚلا 
Artinya : “Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum akibat perubahan 
masa”. Berarti penyempurnaan konsep hukum, selalu melibatkan dimensi ruang 
dan waktu 
Karakter dinamis hukum Islam diisyaratkan sendiri oleh Al-Qur‟an Oleh 
karenanya, Al-Qur‟an tidak mungkin menjadi musuh bagi perubaha dan pemikirsn 
baru. Prinsip-prinsip hukum yang tertuang dalam Al-Qur‟an berdimensi luas serta 
tidak menjadi penghujung bagi perkembangan pemikiran manusia. 
 Selain itu juga menurut Ibnu Qayyim al-Jauzziyah, dikutip oleh Taufik 
Hamami dalam Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria 
Nasionalmengatakan bahwa pelaksanaan hukum dapat saja berubah sesuai dengan 
perubahan waktu lingkungan dan kebiasaan. Sedangkan dalam Islam hanya 
memberikan pedoman pokok dan prinsip-prinsipnya saja, sedangkan pegaturanya 
diserahkan pada Ulil Amri (pemerintah/ulama), dan ahlul halli wal aqdi (orang 
yang mampu menganalisa dan menyimpulkan masalah). 
Sangat jelas dalam permasalahan wakaf banyak terdapat ruang bagi umat 
Islam untuk melakukan ijtihad. Seiring dengan perkembangan zaman dan 
perubahan waktu hukum wakaf berubah ubah. Sebagaimana kaidah ushul fiqih : 
ٌبكيلأأ ٌبيزلأا وبكح لأا  رٛغر ركُٚلا 
Artinya : “Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum akibat perubahan 
masa”. Berarti penyempurnaan konsep hukum, selalu melibatkan dimensi ruang 
dan waktu. 
Pada hakikatnya, perubahan/pengembangan dalam bidang hukum adalah 
suatu usaha untuk mengadakan pembaharuan pada sifat dan isi dari ketentuan 
hukum yang berlaku kemudian diarahkan secara maksimal untuk pembentukan 
hukum baru yang lebih baik dan mempermudah masyarakat. Dalam 
memaksimalkan  pengaturan wakaf pemerintah membentuk  UU No. 41 tahun 
2004 tentang wakaf. 
 Secara tidak langsung dengan adanya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf 
ini, mengubah pemahaman masyarakat bahwasanya harta benda yang 
dapatdiwakafkan tidak hanya terbatas pada tanah saja, sebagaimana yang tertera 
dalam UU No. 41 Tahun 2004 pasal 16 dan lebih spesifikasinya lagi harta benda 
wakaf berupa benda bergerak yang tidak habis dikonsumsinya beupa hak sewa 
termasuk didalamnya. 
Sedangkan para ulama mazhab sepakat bahwasanya di syaratkan untuk 
barang yang diwakafkan itu harus sesuatu yang konkrit merupakan milik orang 
yang mewakafkan, dan harta yang diwakafkan harus mutaqawwim, dan menurut 
Imam Hanafi tidak sah mewakafkan, sesuatu yang bukan harta, seperti 
mewakafkan manfaat rumah sewaan, untuk ditempati dan harta yang tidak 
mutaqawwim seperti alat-alat musik yang tidak boleh digunakan dan buku- buku 
anti Islam, karena dapat merusak Islam itu sendiri. 
Kalangan Syafi‟iyyah mengatakan bahwa orang yang memiliki hak manfaat 
suatu barang (selain budak) seperti orang yang menyewa, orang yang diberi 
wasiat mendapatkan hasil barang, wakaf mereka tidak sah. Namun jika orang 
yang menyewa mewakafkan bangunan atau tanaman yang ada ditanah yang 
disewa,pendapat yang shahih adalah boleh sampai keberlangsungan wakaf terjadi 
sampai pemilik tanah melepasnya setelah masa tempo sewa-menyewa selesai. 
Kalangan Malikkiyah mengatakan bahwa orang yang menyewa berhak 
mewakafkan hasil dari sewaan  dalam tempo penyewaan yang ditentukan. Sebab 
 menurut mereka, keabadian wakaf tidak disyariatkan. Wakaf sah untuk tempo 
tertentu. 
Dengan melihat masyarakat Indonesia, dimana mayoritas masyarakat 
Indonesia mengikuti madzhab Syafi‟iyah oleh karnanya di perbolehkan wakaf hak 
sewa tersebut. Dalam hak sewa tidak ada ketentuan dari nash yang menyatakan 
dengan tegas melarang menyewakan barang sewaan, maka kiranya barang sewaan 
dapat disewakan kembali. 
Ditinjau dalam Kaidah Ushul Fiqh istihsan, yang berarti “menyatakan dan 
meyakini baiknya sesuatu” maka wakaf harta benda sewa ini diperbolehkan. 
Dengan diperbolehkannya wakaf  berupa hak sewa diyakimi dapat membantu 
keterpurukan ekonomi yang ada di Indonesia. Dan diharapkan mampu 
mempertahankan eksistensi wakaf itu sendiri, hal ini disebabkan sebagian 
mayarakat Indonesia hanya mempunyai hak, tidak mempunyai milik untuk 
mereka wakafkan. 
Wakaf sebagai akad tabaru, yaitu taransaksi dengan melepaskan hal, bukan 
berarti melepaskan benda atas hak pokoknya, melainkan yang dilepaskan 
hanyalah hasil dari manfaat dari pada benda pokok (asal) yang diwakafkan itu. 
Seperti wakaf ternak, bukan hewannya yang diwakfkan melainkan susu atau 
daging yang dihasilkan oleh hewan tersebut. Karna benda pokoknya hewan akan 
menjadi milik orang yang mewakafkan dan ia mempunyai hak penuh atas 
hartanya untuk mentransaksikan hartanya itu. 
 Wakaf hak sewa memiliki kaitan dengan wakaf jangka waktu, selama ini, 
umat Islam Indonesia memhami bahwasanya wakaf itu untuk selama-lamanya 
(permanent), sebagaimana tercantum dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) 
pasal215 ayat (1) yang berbunyi " wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau 
kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian bendamiliknya 
dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau 
keperluan umum lainnya.” 
Setelah lahirnya UU wakaf No 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, sejalan dengan 
perkembangan zaman akhirnya wakaf jangka waktu tertentu diperbolehkan, 
sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : “ wakif adalah 
perbuatan hukum wakif yang memisahkan dan/atau menyerahkan harta benda 
miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan 
kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut 
syariah.” 
Dengan melihat kenyataan yang ada dimasyarakat, jelas wakaf temasuk 
lingkungan fiqh dan seiring perkembangan zaman wakaf mengalami 
perkembangan. Sehubungan dengan harta yang dapat diwakafkan (mauquf bih) 
merupakan salah satu rukun wakaf, dimana barang atau benda yang diwakafkan 
harus memenuhi syarat-syarat diantaranya : harta tetap zatnya, dan dapat 
dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama, harta yang diwakafkan harus lah 
jelas wujud dan batasan-batasannya, dan yang paling utama harta yang 
diwakafkan itu benar-benar kepunyaan wakif dan terbebas dari segala beban. 
Kemudian dalam perkembangan perwakafan di Indonesia, mengalami 
 perkembangan yang signifikan terjadi dalam harta benda wakaf, pemberlakuan 
hak sewa sebagai salah satu harta benda yang dapat diwakafkan. Apakah hak sewa 
termasuk dalam kategori harta, karena sesuatu yang boleh diwakafkan harus 
berupa harta. 
Dilihat dari konsep harta menurut hukum Islam, secara etimologi harta adalah 
sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk 
materi maupun dalam manfaat. Sedangkan secara terminologi harta adalah sesuatu 
yang disukai manusia dan dapat dihadirkan (dimanfaatkan) pada saat diperlukan. 
Sikap Islam terhadap harta ialah bagian dari sikapnya terhadap kehidupan 
dunia. Dalam memandang dunia, Islam selalu bersikap tengah-tengah dan 
seimbang. Islam  mensyariatkan agar manusia menikmati kebaikan dunia, dan 
Islam  menganggap kehidupan ekonomi yang baik sebagi suatu rangsangan bagi 
jiwa dan sarana berhubungan dengan Tuhan. Harta merupakan sarana untuk 
memperoleh kebaikan, sedangkan sarana untuk memperoleh kebaikan itu adalah 
baik. Tetapi, harta yang banyak bukan berarti kekayaan kesemuanya yang dimiliki 
baik. Tetapi mengisyaratkan bagaimana penggunaannya harus baik pula, dan harta 
memiliki tanggung jawab sosial, baik berupa shadaqah, zakat maupun wakaf.   
Menurut pendapat penulis, setuju jika hak sewa termasuk salah satu harta 
benda yang diwakafkan. karena dengan adanya hak sewa sebagai wakaf 
mempermudah waqif untuk berwakaf  walupun waqif tidak memiliki hak penuh 
terhadap harta tersebut. Sebagaiman  harta yang diwakafkan itu dapat bermanfaat 
bagi masyarakat luas dan azas pemanfaatan benda wakaf menjadi landasan yang 
 paling esensi dengan keberadaan benda itu sendiri, walaupun dalam batasan 
waktu tertentu, karena hal ini terkait dengan kondisi sosial ekonomi Indonesia. 
Dan diharapkan dengan diaturnya benda wakaf bergerakberupa hak sewa 
diharapkan bisa menjadi pendorong agar eksistensi wakaf bisa terjaga.   
Dilihat dari hartanya, Menurut Imam Malik, Syafi'i dan golongan Fuqaha lain 
memperbolehkan menyewakan barang yang disewa, karena dipersamakan dengan 
jual beli   Dalam hak sewa tidak ada ketentuan dari nash yang menyatakan dengan 
tegas melarang menyewakan barang sewaan, maka kiranya barang sewaan dapat 
disewakan kembali. Contoh seseorang menyewa rumah besar, kemudian kamar-
kamarnya itu disewakan kembali kepada orang lain untuk mendapatkan 
keuntungan dari persewaaan tersebut.  
Dengan melihat pendapat para Fuqaha di atas, bahwasannya kebolehan hak 
sewa dapat disewakan kembali. Menurut penulis bahwa wakaf hak sewa 
diperbolehkan, dengan melihat hak sewa saja disewakan lagi diperbolehkan, 
apalagi untuk hal ibadah (wakaf) yang manfaatnya diberikan kepada masyarakat 
banyak.  
Kebolehan hak sewa menjadi salah satu harta yang dapat diwakafkan, 
memiliki keterkaitan dengan wakaf jangka waktu, karena hak sewa berakhir 
sesuai dengan tenggang waktu yang disepakati. 
  





Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti, 
maka dapat diambil kesimpulaan seiring dengan perkembangan zaman maka 
berkembang pula hukum sebagaimana dalam kaidah ushul fiqh yaitu, tidak 
dapat diingkari adanya perubahan hukum akibat perubahan masa. Berarti 
penyempurnaan konsep hukum, selalu melibatkan dimensi ruang dan waktu. 
Begitu pula hukum wakaf, dimana  dengan seiring perkembang zaman 
berkembang pula harta benda yang dapat diwakafkan pada masa dahulu 
hanya benda tidak bergerak saja yang dapat diwakafkan namun sekarang 
benda bergerak juga dapat diwakafkan, salah satunya hak sewa. Kalangan 
Malikkiyah dan Safi‟iyah juga mengatakan bahwa orang yang menyewa 
berhak mewakafkan hasil dari sewaan dalam tempo penyewaan yang 
ditentukan. Sebab menurut mereka keabadian wakaf tidak disyariatkan. 
Ditinjau dalam Kaidah Ushul Fiqh istihsan, yang berarti “menyatakan dan 
meyakini baiknya sesuatu” maka wakaf harta benda sewa ini diperbolehkan. 
Karena dengan diwakafkannya harta benda sewa ini diyakini dapat  
membantu keterpurukan ekonomi yang ada di Indonesia. Dan diharapkan 
mampu mempertahankan eksistensi wakaf itu sendiri, hal ini disebabkan 
sebagian mayarakat Indonesia hanya mempunyai hak, tidak mempunyai milik 
untuk mereka wakafkan .Jadi peneliti menyimpulkan dimana harta benda 
sewa bisa/boleh diwakafkan. Namun, keberlangsungan wakaf tersebut hanya 
 berlangsung sampai masa tempo menyewa selesai. Dan selain itu pula tidak 
ada larangan harta hak sewa untuk ditransaksikan lagi, bahkan untuk 
disewakan kembalipun diperbolehkan apalagi dengan tujuan  untuk beribadah 
(wakaf). 
B. Saran  
Setelah penyusun mengkaji permasalahan wakaf dan lebih spesifikasinya 
harta benda wakaf  berupa hak sewa, membuka wawasan baru dalam 
memahami  lembaga wakaf sebagai suatu ibadah, maka dengan ini penyusun 
menyampaikan beberapa saran : 
1. Pemahaman tentang wakaf selama ini beredar di masyarakat pelu di kaji 
ulang, karena dengan melihat dalil yang menunjukan tentang wakaf 
relatif sedikit, untuk itu perlu adanya pemahaman tentang wakaf itu 
sendiri, baik meyangkut harta benda wakaf dan tujuan atau fungsi Dari 
wakaf itu sendiri dengan melihat kondisi sosial saat ini. 
2. Tidak menutup kemungkinan dengan berkembangnya teknologi dan 
keadaaan masyarakat. Pemahaman tentang wakaf bisa berkembang lagi, 
baik dari harta benda wakaf dan tujuan atau fungsi maupun unsur- 
unsur lain yang terkait dengan wakaf. 
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